	
BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN  CAPAIAN  KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  


2.1.	Gambaran  Umum  Kondisi Daerah 
Gambaran umum kondisi Kota Tual akan diuraikan berdasarkan aspek geografi dan demograsi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Berikut adalah gambaran umum kondisi Kota Tual.
2.1.1. 	Aspek  Geografi dan  Demografi
		1.	Geografi
			1)	Letak Luas dan Batas Wilayah
Kota Tual secara Geografi terletak pada posisi  antronomi 5°-6,5° Lintang Selatan dan 131° - 133,5° Bujur Timur dengan  luas wilayah ±19.342,39 Km² dengan luas daratan ±254,39 Km² dan luas perairannya ±19.088 Km². Adapun batas-batas wilayah administrasi  Kota Tual adalah sebagai berikut :
1. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Banda;
2. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Maluku Tenggara di Selat Nerong;
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Pulau-Pulau Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara dan Laut Arafura; dan
4. Sebelah barat berbatasan dengan Laut Banda.
Secara administratif Kota Tual terdiri  4 kecamatan dimekarkan menjadi  5 kecamatan, 27 desa, 3 kelurahan dan  11 dusun, secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 2.1. Kota Tual merupakan wilayah kepulauan, dengan Pulau Dullah sebagai pulau terbesar di kota ini. Kota Tual terdiri atas 66 pulau, yang dihuni sebanyak 13 pulau dan 53 pulau belum berpenghuni. Pada umumnya pulau-pulau yang tidak berpenghuni dipergunakan sebagai lahan pertanian/perkebunan atau sebagai tempat singgah kapal. Jarak ibukota Tual dengan ibukota kecamatan terjauh, yakni Tubyal di Kecamatan Pulau-pulau Kur sekitar 103 kilometer atau 57 mil laut yang jarak tempuhnya sangat tergantung pada kondisi cuaca.
Tabel 2.1.
Wilayah Administrasi Kota Tual

	No.
	Kecamatan
	
Desa/Dusun/Kelurahan


	1.
	Dullah Utara
Ibukota Kecamatan : Namser
	1.
	Desa Dullah

	
	
	2.
	Desa Dullah Laut

	
	
	
	Dusun Duroa

	
	
	3.
	Desa Fiditan

	
	
	4.
	Desa Labetawi

	
	
	5.
	Desa Ngadi

	
	
	6.
	Desa Ohoitahit

	
	
	7.
	Desa Ohoitel

	
	
	
	Dusun Watran

	
	
	
	Dusun Laerkamor

	
	
	8.
	Desa Tamedan

	2.
	Dullah Selatan
Ibukota Kecamatan : Tual
	1.
	Desa Taar

	
	
	2.
	Desa Tual

	
	
	
	Dusun Fair

	
	
	
	Dusun Mangon

	
	
	
	Dusun PulauUt 

	
	
	3.
	Kelurahan Ketsoblak

	
	
	4.
	Kelurahan Lodar El

	
	
	5.
	Kelurahan Masrum

	3.
	Tayando Tam
Ibukota Kecamatan : Tayando Yamtel
	1.
	Desa Tam Yamtel

	
	
	2.
	Desa Tayando Langgiar

	
	
	3.
	Desa Tayando Ohoiel

	
	
	4.
	Desa Tayando Yamru

	
	
	5.
	Desa Tam Ngurhir

	
	
	
	Dusun Tam Ohoitom

	4.
	Pulau-Pulau Kur
Ibukota Kecamatan : Tubyal
	1.
	Desa Finuelan

	
	
	2.
	Desa Tubyal

	
	
	3.
	Desa Kaymear

	
	
	4.
	Desa Sermaf

	
	
	5.
	Desa Lokwirin

	5.
	Kur Selatan
Ibukota Kecamatan : Kanara
	1.
	Desa Kanara

	
	
	2.
	Desa Warkar

	
	
	
	Dusun  Firtalor

	
	
	3.
	Desa Yapas

	
	
	4.
	Desa Hirit

	
	
	5.
	Desa Tiflen

	
	
	6.
	Desa Rumoin

	
	
	
	Dusun  Pasir Panjang

	
	
	7.
	Desa Niela

	
	
	
	Dusun Fadol


Sumber : Bagian Pemerintahan SETDA Kota Tual

2)	Aspek Fisik Kawasan
Iklim
Iklim di Kota Tual sangat dipengaruhi oleh iklim wilayah-wilayah di sekitarnya. Pengaruh Laut Banda, Laut Arafura dan Samudera Indonesia serta Pulau Papua di Bagian Timur dan Benua Australia di Bagian Selatan, menjadikan iklim di wilayah ini seringkali terjadi perubahan. Berikut kondisi beberapa parameter iklim :
(1) Keadaan musim teratur, musim Timur berlangsung dari bulan April sampai Oktober. Musim ini adalah musim Kemarau. Musim Barat berlangsung dari bulan Oktober sampai Februari. Musim hujan pada bulan Desember sampai Februari dan yang paling deras terjadi pada bulan Desember dan Februari;
(2) Musim Pancaroba berlangsung dalam bulan Maret/April dan Oktober/November; 
(3) Bulan April sampai Oktober, bertiup angin Timur Tenggara. Angin kencang bertiup pada bulan Januari dan Februari diikuti dengan hujan deras dan laut bergelombang;
(4) Bulan April sampai September dominan bertiup angin Timur Tenggara dan Selatan serta angin Tenggara;
(5) Bulan Oktober sampai Maret bertiup angin Barat Laut dan angin Barat Laut.

Kondisi iklim di Kota Tual berdasarkan peta Zone Agroklimat Provinsi Maluku (LTA – 72, 1986) dan Klasifikasi Oldeman (1980) secara garis besar terbagi dalam 2 (dua) zone Agroklimat yaitu:
(1) Zone II.5 : Curah hujan tahunan 3.000 – 4.000 mm, tercakup di dalamnya zone A2 (> 9 BB, < 2 BK) menurut Oldeman, termasuk wilayah Pulau Dullah dsk); 
(2) Zone IV.1 : Curah hujan tahunan 3.000 – 1.000 mm, tercakup di dalamnya zone A2 (> 9 BB, < 2 BK) menurut Oldeman, termasuk wilayah Kecamatan Tayando Tam. 
Curah Hujan antara 2.000 - 3.000 mm per tahun terdapat di Pulau Dullah dan sekitarnya. Dengan curah hujan rata-rata 2.118,3 milimeter per tahun atau rata-rata 176,5 milimeter per bulan dengan jumlah hari hujan sebanyak 180 hari atau rata-rata 15,0 hari hujan per bulan.
Suhu rata-rata untuk tahun 2004 – 2006 adalah 27,3 ºC dengan suhu minimum 23,5 ºC dan maksimum 33,2 ºC. Untuk Kelembaban rata-rata 81 persen, penyinaran matahari rata-rata 65 persen dan tekanan udara rata-rata 1.010,7 milibar. Data komponen cuaca ini berdasarkan data stasiun pengukuran terdekat dengan Kota Tual yaitu Stasiun Meteorologi Klas III Dumatubun Tual.

Geomorfologi
Kota Tual merupakan wilayah kepulauan yang dapat dibagi atas 3 (tiga) satuan wilayah morfologi, yaitu: 
(1) Satuan wilayah Kepulauan Kei; 
(2) Satuan wilayah Kepulauan Tayando; 
(3) Satuan wilayah Pulau pulau Kur. 
Wilayah Kepulauan Kei yang meliputi Pulau Dullah dan pulau-pulau kecil di sekitarnya merupakan perbukitan rendah bergelombang, karst dan perbukitan rendah berlereng terjal dengan ketinggian maksimum 100 meter diatas permukaan laut. Pulau-pulau kecil di sekitar Pulau Dullah umumnya sangat landai dan memiliki ketinggian maksimum kurang dari 100 meter di atas permukaan laut. Hal ini terutama dikaitkan dengan keragaman litologi wilayah kepulauan ini yang relatif homogen. Morfologi ini pada umumnya dibentuk oleh litologi batu gamping terumbu Formasi Kei Kecil yang mendominasi wilayah ini. Di Pulau Dullah terdapat dua danau yang dibentuk oleh karst. 
Wilayah Kepulauan Tayando merupakan pulau-pulau dengan morfologi berupa dataran yang homogen hampir di semua pulau. Litologi yang homogen berupa batu gamping terumbu membentuk kemiringan lereng yang relatif kecil, karena sifatnya yang mudah larut oleh air. 
Wilayah Pulau pulau Kur membentuk morfologi punggungan memanjang dengan arah barat daya – timur laut. Morfologi ini dibentuk oleh kompleks batuan malihan yang berupa gneiss dan skiss pada daerah tengah pulau. Litologi ini relatif resisten dan tidak mudah tererosi. Sedangkan di bagian pantai pada umumnya ditempati oleh litologi batu gamping, sehingga lebih mudah tererosi. Daerah lain di wilayah Kecamatan Pulau-pulau Kur merupakan pulau-pulau terdenudasi yang membentuk dataran landai, kecuali Pulau Tam dengan ketinggian maksimum mencapai lebih dari 100 meter diatas permukaan laut.
Wilayah di sekitar pantai selain berupa perbukitan merupakan dataran pantai yang dibentuk oleh pecahan-pecahan terumbu karang, pasir, kerikil dan lumpur. Dataran ini banyak terdapat di daerah teluk seperti pada teluk di bagian utara Pulau Tayando dan bagian utara Pulau Walir. 

Osenografi
Gambaran umum Kota Tual dilihat dari osenografi dapat diuraikan sebagai berikut :
· [bookmark: _Toc191185223]Gelombang
Wilayah Kota Tual yang meliputi wilayah Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Pulau Dullah Utara, Tayando Tam, Pulau-pulau Kur dan Kur Selatan berada di Gugus Kepulauan Kei Kecil dari Gugusan Kepulauan Kei (yang terdiri dari Gugus Pulau Kei Besar dan Kei Kecil). Secara oseanografis wilayah ini dipengaruhi kondisi perairan Laut Banda dan Laut Arafura. Gelombang laut di kawasan ini sangat dipengaruhi oleh kecepatan angin yang berfluktuasi menurut musim. Arah angin umumnya berasal dari Selatan dan Tenggara terutama pada bulan Mei hingga November (Musim Timur). Penjalaran gelombang searah dengan arah angin, kecuali pada mitakad pasang surut atau pada dangkalan yang banyak bertebaran di wilayah kepulauan Kei Kecil, dimana bagian dasar gelombang menyentuh dasar maka penjalarannya akan dikendalikan oleh bentuk kontur dasar laut.  Selama musim dimana angin berhembus dari Tenggara dengan kecepatan yang berkisar antara 4 knot (light breeze) or 2 BFt hingga  17 knots (Fresh breeze) or 5 Bft, maka berdasarkan konversi skala Beaufort, kecepatan angin ini akan akan memungkinkan timbulnya gelombang dengan ketinggian 1,2 hingga 2,4 meter, ukuran gelombang empiris ini pada kawasan pasang surut ataupun dangkalan (akresi) akan dimodifikasi oleh tingkat kedalaman perairan.
· [bookmark: _Toc191185224]Arus
Wilayah Kota Tual berada di bawah pengaruh 2 (dua) musim yaitu  musim timur (April hingga Oktober) yang dikenal dengan musim kemarau dimana angin bertiup dari arah tenggara, dan  musim barat (Oktober hingga April) yang juga dikenal dengan musim penghujan. Kedua musim ini secara langsung mempengaruhi kondisi arus di wilayah ini. Pada musim barat arus menuju timur dan pada musim timur arus menuju barat. Kondisi musim tersebut juga sangat mempengaruhi intensitas pemanfaatan sumberdaya hayati laut dan nelayan tradisional.
Pola arus secara regional memperlihatkan bahwa pada musim barat, arus bergerak dari perairan Barat Indonesia yakni melewati celah antara Jawa, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan serta Sulawesi menuju Timur ke Wilayah Kepulauan Kei termasuk Kota Tual, dan sebaliknya pada Musim Timur arus dari Kepulauan Kei bergerak menuju Laut Banda, Pulau Ambon dan membelok ke Laut Maluku yang terletak antara Sulawesi dan Seram serta melalui Laut Halmahera dan Ternate terus menuju Pasifik, sedangkan sebagian massa air dari Kepulauan Kei menuju Samudera Hindia. Sebaliknya pada Musim Barat arus bergerak dari perairan Barat Indonesia yakni melewati celah antara Jawa, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan serta Sulawesi menuju Timur ke Wilayah Kota Tual.
Hasil kajian terhadap vektor arus secara regional yang ditumpang tindih (overlay) dengan suhu permukaan laut memperlihatkan bahwa arus permukaan yang datang ke wilayah perairan Kota Tual umumnya berasal dari Timur dan Timur Laut dengan lama kejadian 6 bulan, dan dari kepulauan tersebut arus secara dominan menuju ke Barat Daya dengan lama kejadian 7 bulan. Umumnya arus melemah ketika tiba di kepulauan ini.  Kecuali pada bulan Februari dimana arus datang dari arah Barat Laut dengan kecepatan yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan bulan-bulan lain.  Arus yang datang dari arah Timur dan Timur Laut umumnya bersamaan dengan terjadinya penurunan suhu permukaan laut di sekitar perairan wilayah ini, yakni pada bulan Juni hingga Oktober. Hal ini diduga berkaitan dengan kejadian upwelling yang telah diperkirakan oleh berbagai pihak. Kondisi memunculkan hipotesis bahwa pasokan unsur hara dari Laut Banda ke Perairan Kota Tual melalui upwelling terjadi pada bulan-bulan yang sama.
Arus laut di beberapa Selat dan Muara Teluk dan Laguna, ataupun estuary di Wilayah Perairan Kepulauan Kei termasuk Kota Tual dapat mencapai 1 meter per detik, pergerakan arus pasang surut di beberapa lokasi hampir tidak menunjukan periode diam kendatipun pada fase peralihan pasang surut (slack water) kondisi ini memungkinkan dimanfaatkannya arus laut ini sebagai pembangkit tenaga listrik.  Wilayah tersebut antara lain, Teluk Hoaryeu yang membatasi  Desa Disuk, Iso, Wain, Ibra dan Ngabub, Teluk Sorbai di Desa Rumadian, Teluk Un yang merupakan petuanan Desa Taar, Selat Tut, yang membatasi Pulau Kei Kecil dan Pulau Fair, semua berada di Pulau Kei Kecil dan Pulau Dullah, termasuk dalam Kepulauan Kei. 
· [bookmark: _Toc191185225]Pasang Surut
Pasang surut di perairan wilayah Kota Tual umumnya tergolong pasang campuran mirip harian ganda sebagai mana tipe umum pasang surut di perairan lain di Maluku.  Ciri utama tipe pasang surut ini adalah terjadi dua kali pasang dan dua kali surut dalam sehari, dimana pasang pertama selalu lebih besar dari pasang kedua dan terjadi pada pagi hari.  
Tunggang air (tidal range) maksimum perairan ini umumnya lebih besar dari 2,5 meter.  Dengan kondisi tunggang air sedemikian pada topografi landai  seperti halnya di Kepulauan Kei Kecil, dimana pada saat surut terendah, sebagian besar dataran pasang surut muncul dipermukaan air. Pasang tertinggi di perairan ini terjadi pada bulan April dan Desember. Hal ini bersamaan dengan pemijahan cacing laor (Eunice sp.) atau dalam bahasa setempat disebut Es’u. Oleh karena itu masyarakat setempat menyebut kondisi pasang surut ini sebagai  ‘metruat su’, berarti pasang laor. Sedangkan surut terendah terjadi pada bulan Oktober. Pada saat itu terjadi eksploitasi (pengumpulan berbagai hasil laut) secara besar-besaran oleh masyarakat setempat.  Surut terbesar di bulan Oktober itu dikenal sebagai ’Meti Kei’ atau dalam bahasa setempat disebut ’Met Ef’ (ef artinya kering  atau kemarau) yang umumnya bersamaan dengan suhu udara yang tinggi dan matinya berbagai jenis tumbuhan di darat, serta kondisi permukaan laut yang tidak berombak. 
· [bookmark: _Toc191185226]Batimetri
Wilayah Kota Tual di Kepulauan Kei berada di dalam sistem Laut Banda dan terletak di antara Laut Banda serta Laut Arafura. Wilayah ini berada di  sebuah dataran yang ujung Barat dan Barat Laut serta Utaranya berbatasan dengan busur banda dalam  dengan kedalaman rata-rata 3,000 meter dengan palung laut (Basin) Banda yang memiliki kedalaman maksimum kurang lebih 7,400 meter (Weber Deep),  sedangkan bagian Timur Laut hingga Tenggara berbatasan dengan sebuah palung yang berada diantara Kepulauan Aru dan Kepulauan Kei dengan kedalaman maksimum mencapai 3,650 meter, palung ini juga berada pada Laut Arafura yang memiliki kedalaman rata-rata 100 meter.  
Perairan sekitar kepulauan Kei Kecil termasuk wilayah perairan Kota Tual relatif lebih dangkal dibandingkan dengan perairan Kei Besar.  Pulau Dullah bagian utara yang termasuk dalam gugusan Kepulauan Kei juga memiliki perubahan kedalaman yang relatif lebih ekstrim. Perairan sekitar Tayando, Yamtel dan Tam relatif dangkal dan isobath 200 meter rata-rata berada pada jarak 4.5 mill laut dari garis pantai ke tiga pulau tersebut.  Perubahan kedalaman pada perairan di sekitar pulau Kur dan Kaimer juga ekstrim, dimana isobaths 200 meter rata-rata berada kurang dari 0.5 mil laut dari garis pantai pulau-pulau tersebut. 
Perairan antara daratan (pulau) dan isobath 200 meter merupakan zona photic dan  sebaran kedalaman terdalam pada zona tersebut berada di perairan Pulau Mangur dengan kedalaman rata-rata 122 meter, sedangkan terdangkal di Pulau Kaimear dengan rata-rata kedalaman 48 meter. Variasi kedalaman mempengaruhi dinamika perairan (ombak dan arus), yang selanjutnya mempengaruhi kehidupan biota laut, keamanan pelayaran, geomorfologi pantai, maupun penempatan bangunan di kawasan pantai (misalnya, Jetty atau dermaga), ataupun sarana budidaya laut.
	
	Topografi
Kondisi topografi di Kota Tual, khususnya di masing-masing pulau cukup beragam, mulai dari kondisi yang relatif datar hingga berbukit. untuk wilayah Pulau Dullah merupakan wilayah landai dengan ketinggian ± 100 meter diatas permukaan laut dengan keberadaan beberapa bukit rendah di tengah Pulau Dullah. Untuk Pulau Dullah Laut dan Pulau Ut kondisi sangat landai, sehingga seringkali air laut pasang menggenangi pulau ini. Kondisi Kepulauan Tayando juga hampir secara keseluruhan sangat datar dan dekat dengan permukaan air. Sedangkan kondisi Pulau Kur selain dataran rendah juga memiliki dataran tinggi. Kemiringan lereng di Kota Tual secara umum berkisar antara 0 – 8 persen dan 8 – 15 persen. Desa-desa pada umumnya berada pada wilayah dengan ketinggian antara 0 – 100 mdpal.

Kondisi Tanah
Jenis dan karakteristik tanah yang terdapat di Kota Tual antara lain : 
(1) Litosol: Tanah ini bertekstur sedang dan berdrainase baik. Ciri utama tanah ini adalah terdapat singkapan batuan di atas permukaan tanah yang terbuka dan semak belukar. Tanah ini berasosiasi dengan jenis-jenis tanah rensina, kambisol, brunizem dan podsolik. Vegetasi yang dijumpai adalah hutan sekunder, primer, dan tanaman campuran setahun.
(2) Rensina: Tanah ini memiliki solum dangkal sampai sedang dengan tekstur sedang sampai halus dan berdrainase baik. Tanah ini berasosiasi dengan jenis-jenis tanah litosol, kambisol, brunizem dan podsolik. Vegetasi yang ditemukan adalah hutan sekunder, primer dan tanaman campuran.
(3) Podsolik: Tanah ini memiliki solum tanah dalam sampai sangat dalam, dengan tekstur halus dan berdrainase baik. Tanah ini berasosiasi dengan jenis-jenis tanah kambisol, litosol, dan brunizem. Vegetasi yang ditemukan adalah tanaman pertanian, tanaman campuran (tanaman tahunan, dan ladang), hutan sekunder dan primer.  

		Kondisi Geologi
Secara regional, Wilayah Kota Tual termasuk dalam wilayah geologi Indonesia bagian timur yang dikenal cukup rumit. Pada bagian timur wilayah ini terdapat patahan dengan skala besar dengan arah relatif barat daya – timur yang merupakan penerusan dari zona tunjaman bagian selatan Indonesia akibat interaksi lempeng benua Asia dan Australia. Secara tektonik wilayah Kota Tual terletak pada prisma akresi Palung Aru. 
Gambaran umum Kota Tual dilihat dari kondisi geologinya dapat dijelaskan sebagai berikut :
· Litologi dan Stratigrafi 
Geologi wilayah Kota Tual secara umum didominasi oleh batuan berumur Kuarter disamping Tersier dan batuan lain yang diduga berumur pra-Tersier. Urutan batuan dari tua ke muda yang terdapat di wilayah kota ini terbagi dalam : Kompleks Batuan Malihan, Kompleks Tanjung Matot, Formasi Kei Kecil dan Endapan Pantai. Lapisan paling tua yang diduga berumur pra-Tersier adalah Kompleks Batuan Malihan yang dijumpai di Pulau Kur dan juga sedikit di Pulau Fadol. Kompleks ini terdiri atas litologi berupa gneiss feldspar-kuarsa-biotit-muscovit yang bersifat granit mengandung apatit dan oksida besi; sekis biotit-muskovit, gneiss hornblende-kuarsa-plagioklas yang mengandung biotit. 
Batuan yang lebih muda yang diduga berumur Pliosen merupakan batuan yang dikelompokkan dalam Kompleks Tanjung Matot dengan litologi berupa bongkahan kalkarenit, kalkarenit pasiran, dolomite, greywacke, serpih berwarna hitam kecoklatan, dalam matriks berupa napal dan lempung. Kompleks batuan ini terdapat secara tidak selaras di bawah Formasi Kei Kecil dan dijumpai setempat di Tanjung Matot, Pulau Tayando. 
Batuan Formasi Kei Kecil yang terdiri dari batugamping terumbu mendominasi litologi di hampir semua pulau di wilayah Kota Tual baik di Kepulauan Kei maupun di Kepulauan Tayando. Di beberapa tempat juga terdapat litologi endapan pantai yang terdiri dari pasir, kerikil dan lumpur yaitu di Pulau Tayando, Pulau Walir, Pulau Nussren dan Pulau Nunial. 
Setiap pulau di wilayah Kota Tual pada umumnya dikelilingi oleh terumbu koral (coral reef). Kondisi ini memungkinkan keterdapatan endapan-endapan hancuran koral di pantai sekitar pulau.
· Struktur Geologi
Berdasarkan Peta Geologi Kepulauan Kai dan Tayando yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi (1994), secara umum tidak dijumpai adanya struktur geologi di Wilayah Kota Tual. Namun demikian secara regional daerah ini diapit oleh 2 (dua) patahan besar dengan arah Barat Daya-Timur Laut Tidak adanya singkapan struktur geologi di wilayah ini kemungkinan karena tertutup oleh batuan berumur kuarter. Singkapan batuan yang ada pada umumnya memiliki kemiringan lapisan kurang dari 30° yang menunjukkan aktivitas deformasi batuan yang relatif rendah di wilayah ini. Secara regional proses pengangkatan terakhir terjadi pada kala Plio-Plistosen. 

3)	Penggunaan  Lahan 
	
Perkembangan Kota Tual sebagai pusat pengembangan  di wilayah Provinsi Maluku bagian selatan mengakibatkan adanya peningkatan luas kawasan  terbangun. Hal ini mengindikasikan  bahwa perkembangan  penggunaan  lahan  di Kota Tual pada beberapa tahun  terakhir ini terjadi cukup intensif. Perubahan  guna lahan  yang cukup intensif dapat dijumpai di Kecamatan  Dullah Selatan dan  Dullah Utara, khususnya di sekitar Kawasan  Pusat Kota Tual. 
Kawasan  terbangun  mengalami perubahan  setiap tahunnya menjadi semakin  bertambah, sedangkan  untuk kawasan  belum  terbangun  yang  mengalami pengurangan  setiap tahunnya seperti hutan  yang  banyak dikonversi menjadi bangunan/industri.
Perubahan guna lahan dari kawasan tidak terbangun menjadi kawasan terbangun merupakan suatu fenomena yang lazim dijumpai pada kawasan perkotaan. Hal ini sejalan dengan perkembangan  jumlah  penduduk dan perkembangan kegiatan ekonomi penduduk yang berada di wilayah tersebut. Dengan  semakin berkembangnya suatu kota, maka akan semakin banyak penduduk yang bermukim di Kota tersebut. Hal ini akan berdampak pada peningkatan  kebutuhan rumah dan  fasilitas pendukungnya. 

Jenis Penggunaan  Lahan  
Wilayah Kota tual meliputi wilayah daratan dan  wilayah perairan. Untuk wilayah daratan terdiri dari kawasan terbangun  yang dapat diidentifikasi di kedua kawasan  tersebut antara lain pemukiman dan  fasilitas umum. Sedangkan kawasan belum terbangun yang terdapat berupa hutan, mangrove, semak belukar, rawa dan lain-lain. dan penggunaan lahan dengan memperhatikan peruntukannya berdasarkan pola ruang dalam RTRW Kota Tual Tahun 2012-2032, yang paling dominan adalah hutan dan  terumbuh karang. Sedangkan  jenis penggunaan  lahan  permukimam  dan  fasilitas umum masih relatif sangat kecil. 

Penggunaan  lahan  di wilayah  Kota Tual  yang  paling luas adalah  hutan. Hutan  yang  berada di wilayah  ini sebagian besar merupakan  hutan  lindung. Hutan  lindung ini mempunyai fungsi utama sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air. Mencegah bencana banjir, mengendalikan erosi, mencegah instrusi air serta memelihara keawetan  dan  kesuburan tanah, baik dalam  kawasan  hutan  yang  bersangkutan maupun kawasan  yang  dipengaruhi disekitarnya. 
Hutan  lindung  di Kota Tual terutama hutan  yang  berada di Pulau Durowa dan  sekitarnya di Kecamatan  Dullah Utara, serta Kepulauan  Tayando Tam. Sebagai wilayah  dengan  potensi hutan  yang cukup besar, maka pengelolaan hutan lindung di Kota Tual perlu mewaspadai adanya upaya untuk eksploitasi hasil hutan maupun pembukaan  lahan  hutan  yang  dilakukan  oleh perorangan maupun perusahaan-perusahaan besar. Keberadaan  hutan  lindung ini harus dilestarikan untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah kerusakan lingkungan. Selain hutan  lindung, juga terdapat hutan produksi yang berfungsi pokok memproduksi hasil hutan, baik hutan produksi biasa, terbatas maupun yang dapat dikonversi. Sepanjang pantai terdapat hutan mangrove yang tersebar secara sporadis. 




Tabel 2.2
	Penggunaan  Lahan  Kota Tual  Tahun  2014	
	No.
	Jenis Penggunaan  Lahan
	Luas (Ha)
	
%


	1.
	Belukar
	6.779,729
	28,97

	2.
	Danau
	47,471
	0,20

	3.
	Hutan  Lahan  Kering Sekunder
	6296,445
	26,91

	4.
	Hutan  Mangrove Primer
	80,605
	0,34

	5.
	Hutan  Mangrove Sekunder
	81,655
	0,35

	6.
	Hutan  Rawa Primer
	75,882
	0,32

	7.
	Pemukiman
	709,605
	3,03

	8.
	Pertanian L K Semak
	1933,685
	8,26

	9.
	Pertanian  Lahan  Kering
	3677,107
	15,71

	10.
	Savana / Padang Rumput
	2105,185
	9,00

	11.
	Semak Belukar Rawa
	72,848
	0,31

	12.
	Tanah Terbuka
	1540,429
	6,58

	Luas Total
	23400,646
	100,00


Sumber  : Buku RTRW  Kota Tual 2012-2032

	2.	Demografis
	Penduduk
Jumlah penduduk di Kota Tual menunjukkan jumlah yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan jumlah penduduk ini terjadi dengan tingkat pertumbuhan yang relatif berbeda untuk setiap kecamatan yang terdapat di Kota Tual. Pertumbuhan jumlah penduduk juga terjadi dengan laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat secara presentasenya. 
Dengan Laju Pertumbuhan Penduduk sebesar 4,3 persen, jumlah penduduk Kota Tual pada Tahun 2010 mencapai 58.082 jiwa, dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 164 orang per Km². Berdasarkan hasil proyeksi, jumlah penduduk Kota Tual Tahun 2013 meningkat menjadi 64.032 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 90 orang per Km².
Kemudian untuk jumlah penduduk di setiap kecamatan di Kota Tual adalah sebagaimana dicantumkan dalam Tabel 2.2.
Tabel 2.3
Jumlah Penduduk Kota Tual Tiap Kecamatan 
Tahun 2009 – 2014

	Kecamatan
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	P.P Kur
	6114
	4 895
	5 032
	5 226
	2.295

	Kur Selatan
	*
	*
	*
	*
	3.079

	Dullah Utara
	13703
	14 564
	14 968
	15 554
	5.975

	Dullah Selatan
	27080
	33 175
	34 091
	35 441
	10.040

	Tayando Tam
	7509
	5 448
	5 600
	5 815
	36.643

	Total
	54.405
	58.082
	59.690
	62.036
	64.032


Keterangan : 
Sumber : 	Kota Tual Dalam Angka Tahun 2009 – 2014. 
	
		Distribusi Penduduk
Sedangkan sebaran kepadatan penduduk di kecamatan menunjukan bahwa pada tahun 2013, kepadatan penduduk tertinggi berada di kecamatan Dullah Selatan 90/Km2 sekaligus jumlah penduduk terbesar yaitu sebesar 36.643 jiwa. Sedangkan untuk Kecamatan Dullah Utara adalah sebanyak 16.040 jiwa. Untuk Kecamatan Tayando Tam adalah sebesar 5.975 jiwa, Untuk Kecamatan Kur Selatan adalah sebesar 3,079 jiwa dan kecamatan dengan jumlah penduduk paling kecil adalah Kecamatan Pulau-pulau. Kur sebesar  2.295.
Selengkapnya jumlah penduduk, rasio jenis kelamin dan kepadatan penduduk pada masing-masing kecamatan di Kota Tual disajikan dalam tabel 2.3.






Tabel 2.4
Penduduk Kota Tual Menurut Jenis Kelamin Tahun 2014

	Kecamatan
	Laki-Laki
(Jiwa)
	Perempuan
(Jiwa)
	Jumlah
(Jiwa)
	Rasio Jenis Kelamin
	Kepadatan Penduduk (Jiwa Per Km2)

	Dullah Selatan
	18.318
	18.325
	36.643
	88
	90

	Dullah Utara
	7.913
	8.127
	16.040
	97
	17

	Tayando Tam
	2.887
	3.088
	5.975
	93
	8

	P.P Kur
	1.097
	1.198
	2.295
	91
	12

	Kur Selatan
	1.489
	1.590
	3.079
	94
	11

	Total
	31.704
	32.328
	64.032
	
	


Sumber : Kota Tual Dalam Angka Tahun 2014 dan Kecamatan Dalam  Angka 2014

2.1.2.	Aspek Kesejahteraan  Masyarakat 
Kinerja pembangunan pada aspek kesejahteraan  masyarakat merupakan  gambaran  dan  hasil dari pelaksanaan  pembangunan selama periode tertentu terhadap kondisi kesejahteraan  masyarakat yang  mencakup kesejahteraan  dan  pemerataan  ekonomi, kesejahteraan  sosial, seni budaya dan  olahraga. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan pada pembangunan  manusia dari berbagai aspek dianggap merupakan suatu solusi yang cukup tepat. Sehingga pada akhirnya diharapkan dengan meningkatnya hidup masyarakat secara langsung akan berimplikasi terhadap upaya pengentasan kemiskinan di Kota Tual. Hasil evaluasi Pelaksanaan pembangunan pada aspek kesejahteraan  masyarakat selama periode 2008-2014 adalah sebagai berikut :
1. Fokus  Kesejahteraan  dan  Pemerataan  Ekonomi
		Kinerja kesejahteraan  dan  pemerataan  ekonomi Kota Tual selama periode tahun  2008-2014 dapat dilihat dari indikator pertumbuhan  PDRB, laju inflasi, Pendapatan  Regional Perkapita, Angka kemiskinan, gini rasio dan  angka kriminalitas yang  tertangani. Perkembangan  kinerja pembangunan  pada kesejahteraan  dan  pemerataan   ekonomi adalah  sebagai berikut :
a. Pertumbuhan  PDRB
Dalam  rentang  waktu selama tahun  2008-2014  nilai PDRB Kota Tual mengalami peningkatan secara positif. Tahun 2010 nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar meningkat menjadi sebesar 455.685,05juta rupiah pada tahun 2013. Sedangkan  tahun  2010 nilai PDRB  Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) sebesar juta rupiah, meningkat menjadi  182.033,32 juta rupiah pada tahun  2013. 
Hal ini menunjukan  bahwa Gambaran kondisi ekonomi suatu daerah pada periode tertentu dapat dilihat pada laju pertumbuhan. Dengan Laju pertumbuhan  ekonomi Kota Tual berturut sejak tahun  2008 hingga tahun  2013  sebesar 5,44%, 5,90%, 6,23%,  8,27%& 6,61%.
Sementara itu pertumbuhan sektor-sektor Primer dan Sekunder pada tahun 2013 juga melambat, jika dibandingkan dengan tahun 2012 dan cenderung mengalami percepatan, Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih dan Sektor Bangunan juga mengalami perlambatan pada tahun 2013.
Pertumbuhan sektor-sektor Tersier mengalami kenaikan
sekalipun melambat. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran melambat 1,74 persen, Sektor Pengangkutan dan Komunikasi bertumbuh sebesar 0,01 persen, Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 0,41 persen dan Sektor Jasa-jasa 1,09 persen dari Tahun 2012.
Nilai dan  perkembangan  pertumbuhan  PDRB Kota Tual selama 5 (lima) tahun  dapat dilihat pada tabel 2.4, tabel 2,5 dan  gambar 2.1
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Tabel 2.5
Nilai dan  Laju Pertumbuhan PDRB 
Menurut Lapangan  Usaha   Atas Dasar Harga Berlaku Kota  Tual
Tahun  2009-2013 (Juta Rupiah)

	NO
	SEKTOR
	2010
	2011
	2012
	2013

	
	
	(Rp)
	%
	(Rp)
	%
	(Rp)
	%
	(Rp)
	%

	1.
	Pertanian  
	98.784,86
	33,29
	114.065,55
	34,66
	131.837,30
	33,56
	149.928,97
	32,90

	2.
	Pertambangan  dan  Penggalian  
	1.351,20
	0,48
	1.588,83
	0,48
	1.891,68
	0,48
	2.018.80
	0,44

	3.
	Industri Pengolahan  
	589,26
	0,21
	700,11
	0,21
	834,47
	0,21
	936,53
	0,21

	4.
	Listrik & Air Bersih
	1.962,40
	0,70
	2.116,48
	0,64
	2.321,46
	0,59
	2.518,25
	0,55

	5.
	Bangunan  
	5.324,91
	1,90
	6.195,19
	1,88
	7.362,41
	1,87
	8.025,76
	1,76

	6.
	Perdagangan, Hotel & Restoran
	110.460,51
	39,46
	127.142,08
	38,64
	156.011,50
	39,71
	186.602,25
	40,95

	7.
	Angkutan & Komunikasi
	6.550,70
	2,34
	8.589,55
	2,61
	9.510,05
	2,24
	10.549,96
	2,32

	8.
	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan
	9.163,74
	3,27
	10.110,73
	3,07
	11.350,43
	2,89
	12.115,10
	2,66

	9
	Jasa-jasa
	45.726,33
	16,34
	58,575,69
	17,80
	71.770,89
	18,27
	82.989,43
	18,21

	
	PDRB
	279.913,91
	100
	329.084,20
	100
	392.890,19
	100
	455.685,05
	100


    Sumber : PDRB Kota Tual












Tabel 2.6

Nilai dan  Laju Pertumbuhan   PDRB 
Menurut Lapangan  Usaha   Atas Dasar Harga Konstan Tahun  2000 Kota Tual 
Tahun  2010-2013 (Juta Rupiah) 

	NO
	SEKTOR
	2010
	2011
	2012
	2013

	
	
	(Rp)
	%
	(Rp)
	%
	(Rp)
	%
	(Rp)
	%

	1.
	Pertanian
	54.467,36
	6,30
	58.129,01
	6,72
	62.916,58
	8,24
	66.110,21
	

	2.
	Pertambangan  dan  Penggalian
	608,98
	11,97
	660,20
	8,41
	720,34
	9,11
	744,54
	

	3.
	Industri Pengolahan
	328,90
	2,61
	357,91
	8,82
	390,23
	9,03
	412,14
	

	4.
	Listrik & Air Bersih
	838,20
	5,37
	886,34
	5,74
	940,46
	6,11
	980,13
	

	5.
	Bangunan
	2.666,59
	39,94
	2.868,41
	7,57
	3.084,13
	7,52
	3 223,06
	

	6.
	Perdagangan, Hotel & Restoran
	53.425,90
	5,47
	56.699,44
	6,13
	62.334,63
	9,94
	67.447,79
	

	7.
	Angkutan & Komunikasi
	3.738,56
	3,94
	3.889,74
	4,04
	4.092,63
	5,22
	4.306,84
	

	8.
	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan
	5.840,40
	2,02
	5.998,29
	2,70
	6.177,08
	2,98
	6.386,60
	

	9.
	Jasa-jasa
	26.527,55
	4,47
	28.190,81
	6,32
	30.086,01
	6,67
	32.422,01
	

	
	PDRB
	148.442,44
	5,90
	157.693,47
	6,23
	170.742,08
	8,27
	182.033,32
	

	Sumber  : PDRB Kota Tual



Gambar 2.1

Perkembangan  Pertumbuhan  Ekonomi 
Kota Tual Tahun  2009-2012 (%)


[image: ]
	
		Sumber : PDRB Kota Tual


b.	Inflasi
Indeks Harga Implisit PDRB merupakan indikator yang digunakan untuk  mengetahui tingkat inflasi/deflasi suatu daerah/region pada suatu periode tertentu. Indeks Harga Implisit Kota Tual pada tahun 2013 sebesar 250,33 persen dan tahun 2012 sebesar 230,11 persen.
Dari angka indeks implisit tersebut dapat dihitung Laju Inflasi Harga Produsen Barang dan Jasa di Kota Tual yaitu sebesar 8,79 persen pada tahun 2013 dan 10,26 persen pada tahun 2012dapat dilihat pada gambar 2.2.





Gambar 2.2
Laju Inflasi Harga Produsen  Barang dan  Jasa Kota Tual (%) 
Tahun  2009-2013
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Sumber : PDRB Kota Tual


c.	Pendapatan  Regional Perkapita
	Gambaran  perekonomian  Kota Tual secara makro  dapat juga terlihat melalui beberapaindikator makro ekonomi lainnya seperti PDRB perkapita danpendapatan regional perkapita. PDRB perkapita atas dasar hargaberlaku menggambarkan besarnya PDRB per penduduk,sedangkan PDRB perkapita atas dasar harga konstan bergunauntuk mengetahui pertumbuhan ekonomi riil (nyata) perkapita (perkepala). Pendapatan regional perkapita berguna untuk
menentukan besarnya pendapatan bersih yang diperoleh perkapita (perkepala) penduduk Kota Tual. Dengan mencermati perkembangan kedua indikator makro ekonomi ini akan dapat menggambarkan kondisi perekonomian dan perkembangan nilai tambah yang di hasilkan penduduk perkapita (perkepala).
Perkembangan  Pendapatan  Perkapita Kota Tual  dapat dilihat pada tabel 2.6. dan  gambar 2.3.
Tabel 2.7

Perkembangan  Pendapatan  Regional Perkapita Kota Tual
Tahun  2010-2013 (Rp)

	Tahun
	ADHB
	ADHK

	2010
	4.406.156
	2.301.967

	2011
	5.078.973
	2.377.995

	2012
	5.873.517
	2.484.792

	2013
	6.634.652
	2.570.564


Sumber : PDRB Kota Tual



Gambar 2.3
Tingkat Pendapatan  Perkapita Kota Tual (Rp)
Tahun  2010-2013

Sumber  : PDRB Kota tual
			




2.	Kesejahteraan  Sosial	

	Pembangunan  pada fokus kesejahteraan  sosial meliputi indikator indeks pembangunan  manusia, angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan  yang  ditamatkan, angka partisipasi murni,   angka usia harapan  hidup, angka kematian  ibu melahirkan, angka kematian  bayi, prevalensi gizi kurang, rasio penduduk yang  bekerja dengan  angkatan  kerja. 
a.	Indeks Pembangunan  Manusia (IPM)
				Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat upaya dan kinerja pembangunan dengan dimensi yang lebih luas karena memperlihatkan kualitas penduduk dalam hal kelangsungan hidup, intelektualitas dan standar hidup layak. IPM disusun dari tiga komponen yaitu lamanya hidup, yang diukur dengan harapan hidup pada saat lahir; tingkat pendidikan, angka melek huruf; rata-rata lama sekolah; serta tingkat kehidupan yang layak dengan ukuran pengeluaran perkapita (purchasing power parity). 
Dalam  kurun  waktu tahun  2009-2014, capaian  IPM   Kota Tual mengalami menunjukan  kenaikan  dari 76,2 pada tahun  2009 menjadi  77,95 pada tahun  2014, sebagaimana terlihat pada Gambar 2.4.







Gambar 2.4
Perkembangan  Indeks Pembangunan  Manusia (IPM)
Kota Tual Tahun  2009-2014


      Sumber  :  Badan  Statistik Nasional 

Capaian  IPM  Kota Tual pada tahun  2012 cukup baik apabila dibandingkan  dengan  nasional, yaitu sebesar 73,29. Sedangkan  jika dibandingkan  dengan  IPM  kabupaten/kota lain  se Maluku, maka Kota tual menempati urutan  ke-2 setelah Kota Ambon. Selengkapnya gambaran  IPM Kota Tual  dan  kabupaten/kota lain serta nasional dapat dilihat pada tabel 2.7. 
Tabel 2.8.
Indeks Pembangunan  Manusia (IPM)
Nasional dan  Provinsi Maluku Tahun  2011-2012

	No
	Kabupaten/Kota
	Tahun

	
	
	2011
	2012

	1.
	Maluku Tenggara Barat
	69,23
	69,57

	2.
	Maluku Tenggara
	72,85
	73,27

	3.
	Maluku Tengah
	71,25
	71,55

	4.
	Buru
	69,75
	70,54

	5.
	Kepulauan Aru
	70,33
	70,91

	6.
	Seram  Bagian  Barat
	70,07
	70,40

	7.
	Seram  Bagian  Timur
	68,53
	68,90

	8.
	Maluku Barat Daya
	66,99
	67,38

	9.
	Buru Selatan
	69,13
	69,97

	10.
	Kota Ambon
	78,97
	79,41

	11.
	Kota Tual
	77,10
	77,62

	12.
	Maluku
	71,87
	72,42

	13.
	Nasional
	
	


Sumber : Badan  Pusat Statistik Nasional

1) Pendidikan
Angka Melek Huruf
	Angka Melek Huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Angak Melek Huruf dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, mengukur kemampuan penduduk dalam berkomunikasi secara lisan maupun tertulis. Angka melek  huruf Kota Tual meningkat dari  99,71% pada tahun  2012 menjadi 99,78% pada tahun  2013, sisanya sebanyak 0,22% yang  belum  dapat membaca dan  menulis  di Kota terkonsentrasi pada penduduk usia tua. Perkembangan  angka melek huruf di Kota Tual  yang dapat dilihat pada Gambar 2.5.
Gambar 2.5
Perkembangan  Angka Melek Huruf Kota Tual 
Tahun 2009-2013
[image: ]








Capaian  angka melek huruf Kota Tual tersebut, apabila dibandingkan  dengan  kabupaten/kota lain di Provinsi Maluku, berada pada urutan  ke-2 setelah  Kabupaten  Maluku Tenggara Barat. Sedangkan  apabila dibandingkan  dengan  angka melek huruf Provinsi Maluku sebesar 98,25% dan  nasional sebesar 94.1%, maka Kota Tual telah   berada di atas angka melek huruf Provinsi Maluku dan  nasional. Lebih lengkap kondisi angka melek huruf di Provinsi Maluku dan nasional dapat dilihat sebagaimana pada tabel  2.8.

Tabel 2.9
Angka Melek Huruf Penduduk Berusia 10 Tahun  Ke Atas  Menurut
Nasional dan  Provinsi Maluku Tahun  2011-2013

	No
	Kabupaten/Kota
	Tahun

	
	
	2011
	2012
	2013

	1.
	Maluku Tenggara Barat
	99,64
	99,75
	99,94

	2.
	Maluku Tenggara
	99,58
	99,58
	99,60

	3.
	Maluku Tengah
	99,10
	99,11
	99,15

	4.
	Buru
	92,85
	92,85
	92,87

	5.
	Kepulauan Aru
	99,06
	99,07
	99,16

	6.
	Seram  Bagian  Barat
	98,29
	98,30
	98,33

	7.
	Seram  Bagian  Timur
	98,16
	98,17
	98,21

	8.
	Maluku Barat Daya
	98,25
	98,25
	98,60

	9.
	Buru Selatan
	89,78
	89,79
	89,80

	10.
	Kota Ambon
	99,61
	99,62
	99,67

	11.
	Kota Tual
	99,71
	99,71
	99,78

	12.
	Maluku
	98,15
	98,17
	98,25

	13.
	Nasional
	92,81
	93,25
	94,10


sumber : Inskesra Kota Tual Tahun 2014

Angka Rata-rata Lama Sekolah
Rata-rata lama sekolah merupakan  rata-rata jumlah tahun  yang telah dihabiskan oleh penduduk usia 10 tahun  ke atas di seluruh jenjang pendidikan  formal yang dijalani. Dalam  kurun waktu 2009-2013, rata-rata  lama sekolah Kota Tual meningkat dari  9,45 tahun pada tahun 2008 menjadi 9,96 tahun pada tahun 2013, sebagaimana Gambar 2.6.

Gambar 2.6
Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah
Kota Tual Tahun 2008-2013  (Tahun)
[image: ]







		             


  			

			sumber : Inkesra Kota Tual Tahun  2014

Capaian  rata-rata sekolah Kota Tual tahun  2013 apabila dibandingkan  dengan  kabupaten/kota lain  di Provinsi Maluku, Kota Tual menempati urutan ke-2, Capaian  tersebut sudah berada di atas angka rata-rata nasional sebesar 8,08. Data capaian  secara rinci dapat dilihat dalam  Tabel 2.9.

Tabel 2.10
Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Kota Tual 
Menurut Nasional dan  Provinsi Maluku 
Tahun  2011-2013 

	No
	Kabupaten/Kota
	Tahun

	
	
	2011
	2012
	2013

	1.
	Maluku Tenggara Barat
	8,96
	8,98
	8,99

	2.
	Maluku Tenggara
	8,77
	8,91
	8,93

	3.
	Maluku Tengah
	8,86
	8,88
	8,90

	4.
	Buru
	7,44
	7,92
	7,95

	5.
	Kepulauan Aru
	7,59
	8,02
	8,31

	6.
	Seram  Bagian  Barat
	8,41
	8,57
	8,74

	7.
	Seram  Bagian  Timur
	7,86
	7,93
	7,95

	8.
	Maluku Barat Daya
	8,02
	8,09
	8,11

	9.
	Buru Selatan
	6,67
	7,31
	7,24

	10.
	Kota Ambon
	11,22
	11,37
	11,39

	11.
	Kota Tual
	9,86
	9,93
	9,96

	12.
	Maluku
	8,86
	9,15
	9,20

	13.
	Nasional
	7,94
	8,08
	--


                sumber : inkesra ktoa tual tahun 2013

Angka Parisipasi Kasar
Dalam  kurun waktu tahun 2009-2013, Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Tual untuk semua jenjang pendidikan dasar  dan menengah cenderung menurun. Untuk jenjang SD/MI menurun dari 108,15 menjadi 100 dan jenjang SMA/SMK/MA dari 100,55% menjadi 100%. Capaian APK SMA/MA/SMK tersebut masih perlu ditingkatkan guna mendukung pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal (PMU).  Capaian APK yang meningkat pada tingkat SMP/MTs yaitu dari 98,93% menjadi 100%. Secara lengkap, perkembangan APK Kota Tual untuk semua jenjang pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.10.

Tabel 2.11
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Tual 
Menurut Jenjang Pendidikan 
Tahun 2009-2013

	No
	Tahun
	Tingkat Pendidikan

	
	
	SD/MI 
(%)
	SMP/MTs 
(%)
	SMA/SMK/MA 
(%)

	1.
	2009
	91,86
	90,71
	91,86

	2.
	2010
	91,86
	90,71
	91,86

	3.
	2011
	111,62
	97,42
	99,79

	4.
	2012
	108,15
	98,93
	100,55

	5.
	2013
	100
	100
	100


 Sumber :  LAKIP  TAHUN 2014
Angka Partisipasi Murni
Dalam kurun waktu tahun 2009-2013, capaian Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Tual untuk semua jenjang pendidikan dasar dan menengah cenderung meningkat. Untuk jenjang SD/MI meningkat dari 96,33% menjadi 97%  dan jenjang SMP/MTs  dari  83,07% menjadi 92%  serta jenjang SMA/MA/SMK meningkat dari 93,50 menjadi 95,93%. Namun demikian, capaian APM SD/MI tersebut perlu dipacu peningkatannya untuk mencapai target MDGs sebesar 100% pada tahun 2015. Demikian pula untuk capaian APM SMP/MTs dan SMA/SMK/MA, perlu ditingkatkan guna keberlanjutan pelaksanaan wajib belajar 9 tahun menuju wajib belajar 12 tahun guna mendukung implementasi Pendidikan Menengah Universal (PMU). Perkembangan APM Kota Tual untuk semua jenjang pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.11.

Tabel 2.12
Perkembangan Angka Partisipasi Murni  (APM) Kota Tual dan
Menurut Jenjang Pendidikan 
Tahun 2009-2013

	No
	Tahun
	Tingkat Pendidikan

	
	
	SD/MI 
(%)
	SMP/MTs 
(%)
	SMA/SMK/MA 
(%)

	1.
	2009
	96,15
	79,28
	79,04

	2.
	2010
	94,15
	78,67
	85,51

	3.
	2011
	95,46
	79,97
	90,09

	4.
	2012
	96,33
	83,07
	93,50

	5
	2013
	97
	92
	95,93


      Sumber :  LAKIP Kota Tual Tahun 2014

Angka Pendidikan  yang  Ditamatkan
Selama kurun waktu 2009 - 2013 jumlah penduduk yang berpendidikan/lulusan SD/MI relatif tinggi, walaupun kecenderungannya menurun. Pada Tahun 2008-2011, APT jenjang SD/MI dari menjadi Jenjang SMP/MTs, meningkat dari menjadi serta jenjang SMA/SMK/MA dari meningkat menjadi Tantangan ke depan adalah upaya meningkatkan jumlah penduduk yang berkualifikasi pendidikan menengah. Dengan kata lain perlu peningkatan Angka Partisipasi SMA/SMK/MA dengan meminimalkan Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA. Data selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel 2.12.
Tabel 2.13
Perkembangan Angka Putus Sekolah Di  Kota Tual 
Menurut Usia
Tahun 2009-2013

	No
	Tahun
	Tingkat Pendidikan

	
	
	Usia 
7-12 Tahun
	Usia 
13-15 Tahun
	Usia 
16-18 Tahun

	1.
	2009
	1,18
	7,32
	27,41

	2.
	2010
	2,05
	9,36
	20,54

	3.
	2011
	0,93
	2,12
	19,72

	4.
	2012
	0,21
	0,83
	6,89

	5
	2013
	0
	0
	0


      Sumber :  LKPJ AMJ  Kota Tual Periode 2008-2013

2)	Kesehatan 
Angka Kematian  Ibu
Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil, bersalin, atau dalam 42 hari pasca persalinan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain. 












Gambar 2.7
Angka Kematian  Ibu (AKI) Kota Tual 
Tahun 2009-2013
[image: ]











    Sumber : Dinas Kesehatan Kota Tual Tahun 2014

Angka Kematian  Bayi
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Selama kurun waktu tahun 2009-2013, angka kematian bayi di Kota Tual cenderung meningkat, yang ditunjukkan dengan AKB tahun 2010 sebesar 9 kasus menjadi 10 pada tahun 2012. Namun mengalami penurunan jumlah kasus pada tahun 2014 sebanyak 7 kasus. Banyak faktor yang dikaitkan dengan kematian bayi, namun secara garis besar, dari sisi penyebabnya, kematian bayi ada dua macam yaitu endogen dan eksogen. Gambaran tentang angka kematian bayi di Kota Tual tahun 2009-2013 dapat dilihat pada Gambar 2.8.











Gambar 2.8
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup
Provinsi Kota Tual Tahun 2009 – 2013
[image: ]
 















Sumber : Kesehatan Kota Tual Tahun 2014

Pravalensi Balita Gizi Buruk
Prevalensi balita gizi buruk di Kota Tual selama kurun waktu lima tahun (2009-2013) cenderung semakin baik, yang ditunjukkan dengan prevalensi balita gizi buruk sebesar 2,1% pada tahun 2009 menjadi 2% pada tahun 2013. Hal tersebut menandakan kinerja penanganan balita gizi buruk yang semakin meningkat. Perkembangan kondisi tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.14.


Gambar 2.9

Persentase Balita Gizi Buruk 
Di Kota Tual Tahun 2009-2013

 Sumber : kompilasi Data Dinas Kesehatan Kota Tual Tahun 2014


3)	Kemiskinan
			Jumlah  Penduduk miskin  Kota Tual selama tahun  2008-2013 cenderung mengalami penurunan  walaupun  penurunannya laju penurunanya melambat. Jumlah  penduduk miskin  tahun  2013 sebanyak 15,0 ribu penduduk (23,28%), lebih rendah dibandingkan tahun  2012 sebanyak  16,3  ribu penduduk (25,63%), namun  masih di atas rata-rata angka nasional sebesar 11,47%. Secara terinci dapat dilihat pada tabel 2.13.
			
Tabel 2.14
Jumlah  Penduduk Miskin
Kota Tual Tahun  2009-2013
	Tahun
	Jumlah  Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)
	Presentase (%)
	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)

	2009
	17,6
	30,42
	206.352

	2010
	18,7
	32,03
	234.232

	2011
	18,7
	32,03
	234.232

	2012
	16,3
	25,63
	261.188

	2013
	15,0
	23,28
	291.769


		Sumber : INKESRA Kota Tual Tahun 2014
			
		Persentase kemiskinan  Kota Tual apabila dibandingkan  dengan  kabupaten/kota lain di Provinsi  Maluku tahun  2013 berada pada urutan  ke   7  dan  masih di atas  rata-rata nasional. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.14.








Tabel 2.15
Jumlah  Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin Kota Tual dan  Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku
Tahun  2011-2013

	
Kabupaten/Kota
	Tahun  2011
	Tahun 2012
	Tahun 2013

	
	Jumlah (Ribu Jiwa)
	(%)
	Jumlah (Ribu Jiwa)
	(%)
	Jumlah (Ribu Jiwa)
	(%)

	Maluku Tenggara Barat
	35,8
	39,96
	31,2
	28,43
	32,4
	29,75

	Maluku Tenggara
	29,6
	30,72
	25,9
	26,00
	24,6
	25,06

	Maluku Tengah
	102,8
	28,42
	89,5
	24,03
	81,4
	22,15

	Buru
	27,0
	24,83
	23,5
	19,76
	22,4
	18,51

	Kepulauan  Aru
	29,4
	34,98
	25,7
	28,54
	24,3
	27,34

	Seram  Bagian  Barat
	49,6
	30,09
	43,3
	25,33
	41,4
	24,63

	Seram  Bagian  Timur
	31,2
	31,46
	27,2
	25,89
	25,8
	24,49

	Maluku Barat Daya
	27,5
	39,28
	24,0
	32,52
	21,0
	29,25

	Buru Selatan
	11,7
	21,83
	10,3
	18,27
	9,8
	17,05

	Ambon
	25,5
	7,67
	22,3
	5,97
	16,9
	4,42

	Tual
	18,7
	32,03
	16,3
	25,63
	15,0
	23,28


Sumber  :  INKESRA Kota Tual Tahun 2014


		4)	Ketenagakerjaan
Perkembangan  Penduduk usia kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas tahun 2009-2013 terus  mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya , dimana tahun 2009 sebesar 31.505 jiwa menjadi 40.880 jiwa pada tahun 2013, angkatan kerja 20.000 jiwa pada tahun 2009 menjadi 24.456 pada tahun 2013, yang bekerja 16.919 jiwa pada tahun 2009 menjadi 22.429 jiwa pada tahun 2013, tingkat partisipasi angkatan kerja 63,48% tahun 2009 menjadi 68,27% pada tahun 2011 dan di tahun 2013 sebesar 59,82%,  dengan  penganguran  terbuka sebesar 15,41%  pada tahun  2009 menjadi 8,29% pada tahun 2013.  Secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.15.
Tabel 2.16
Kondisi Ketenagakerjaan  Terhadap 
Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas 
Di Kota Tual Tahun  2009-2013

	Kondisi Ketenagakerjaan
	Satuan 
	Tahun 

	
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Penduduk Usia Kerja
	Jiwa
	31.505
	36.327
	37.307
	37.878
	40.880

	Angkatan Kerja 
	Jiwa
	20.000
	21.814
	25.468
	23.323
	24.456

	Bekerja 
	Jiwa
	16.919
	18.680
	23.183
	20.236
	22.429

	Tingkat Partisipasi 
Angkatan Kerja 
	%
	63,48
	60,05
	68,27
	61,57
	59,82

	Pengangguran  Terbuka
	Jiwa
	3.081
	3.134
	2.285
	3.087
	2.027

	
	%
	15,41
	14,34
	8,97
	13,24
	8,29


Sumber : INKESRA Kota Tual Tahun 2014

5)	Angka Kriminalitas
Penanganan  tindak kriminalitas merupakan  salah  satu prioritas untuk mewujudkan  kondusivitas daerah, mendukung stabilitas penyelenggaraan  pemerintahan, serta memberikan  rasa aman bagi masyarakat. Angka kriminalitas yang  tertangani menyatakan  jumlah  tindak kriminal  yang ditangani oleh Kepolisian  Resort Maluku Tenggara selama satu tahun  terhadap 10.000 penduduk.  Angka kriminalitas yang  tertangani sebagaimana tabel 2.16.

Tabel 2.17

Jumlah  Tindak  Pidana di Kota Tual 
Tahun  2009-2013

	No.
	Tahun
	Jumlah  Tindak Pidana
	Angka Kriminalitas yang Tertangani

	
	
	Lapor
	Selesai
	Rasio (%)
	

	1
	2009
	281
	234
	83,27
	281

	2.
	2010
	368
	354
	96,19
	368

	3.
	2011
	348
	302
	87
	348

	4.
	2012
	387
	194
	50,12
	387

	5.
	2013
	315
	148
	47
	315


Sumber : Kepolisian  Resort Maluku Tenggara 

	6)		Kebudayaan
Pembangunan bidang kebudayaan dalam kurun waktu 2009-2013 jumlah kelompok kesenian meningkat dari  17 kelompok/sanggar kesenian menjadi  23  kelompok/sanggar kesenian. 


2.1.3.	Aspek Pelayanan  Umum  

Kinerja pembangunan pada aspek pelayanan umum merupakan gambaran dan hasil dari pelaksanaan pembangunan selama periode tertentu terhadap kondisi pelayanan umum yang mencakup layanan urusan wajib dan  urusan  pilihan. Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan pada aspek pelayanan umum selama periode 2008-2013 adalah sebagai berikut :

1. Fokus Layanan  Urusan  Wajib
a. Pendidikan
Kondisi kinerja pembangunan  bidang pendidikan selama 5 (lima) tahun  terakhir mengalami perubahan fluktuatif, Selama kurun  waktu 2009-2013, capaian  Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kota Tual  cenderung meningkat setiap tahunnya.  pada setiap jenjang pendidikan. Angka Partisipasi Sekolah (APS) jenjang tingkat SD sederajat yaitu 99,87 persen,  SMP 94,61 persen  dan SMA/SMK 64,61 persen. Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang SD 86,52 persen, SMP 71,16 persen dan SMA/SMK 55,07 persen.
Jumlah  Sekolah  Dasar Tahun  Ajaran  2009/2010 tercatat sebanyak 53 sekolah di tahun  2013/2014 tercatat 60 sekolah. Sekolah  Menengah  Tingkat Pertama/Sekolah Madrasah Tsanawiyah Tahun  Ajaran 2009/2010 tercatat sebanyak 19 sekolah, sedangkan  di tahun  2013/2014 tercatat sebanyak 21 sekolah. Sekolah  Menengah Umum  Tahun  Ajaran  2009/2010 tercatat sebanyak 12 sekolah, di Tahun  Ajaran  2013/2014  tercatat sebanyak 15 sekolah
Dalam kurun waktu 2009-2013, angka kelulusan  pada semua jenjang  pendidikan  mengalami peningkatan  yaitu untuk angka keluluasn  SD/MI  sebesar 100%, angka kelulusan  SMP/MTs sebesar 100%, di tahun  2010 sebesar 99,93 dan meningkat menjadi 100% pada tahun  2013, Angka kelulusan SMA/SMK/MA  di tahun  2009 sebesar 100% menjadi  99,09% di tahun  2010 dan  kembali meningkat menjadi 100%  pada tahun  2013. 
Angka putus sekolah  dari tahun  ke tahun  selama kurun  5 tahun (2009-2013) mengalami penurunan  yang  sangat signifikan. Angka putus sekolah usia 7-12 tahun menurun  dari 1,18% pada tahun  2009 menjadi 0,21% pada tahun  2012, Usia 13-15 tahun  menurun dari  7,32 pada tahun  2009 menjadi 0,83% pada tahun  2013, Usia 16-18 tahun menurun dari 27,41% pada tahun  2009 menjadi 6,89% pada tahun 2012.  Meskipun  telah terjadi peningkatan  yang  cukup berarti, pembangunan  pendidikan  belum  sepenuhnya mampu memberi pelayanan  merata, berkualitas dan  terjangkau. Berikut  gambaran  pelayanan  umum  bidang  Pendidikan  sebagaimana tabel  di bawah berikut ini 










Tabel 2.18
Perkembangan  Pealayanan  Umum  Bidang  Pendidikan   di Kota Tual
Tahun 2009 s.d 2013
	No
	Indikator
	Tahun

	
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	1.
	Angka Partisipasi Kasar (APK)
a.	SD/MI
b.	SMP/MTs
c.	SMA/SMK/MA
	
91,86
90,71
91,86
	
91,86
90,71
91,86
	
98,24
97,89
79,23
	
99,35
91,26
82,17
	
99,87
94,61
63,62

	2.
	Angka Partisipasi Murni (APM)
a.	SD/MI
b.	SMP/MTs
c.	SMA/SMK/MA
	
96,15
79,28
79,04
	
94,15
78,67
85,51
	
95,46
79,97
90,09
	
96,33
83,07
93,50
	
86,52
71,16
55,07

	3.
	Angka Putus Sekolah  
a.	Usia 7-12 tahun  
b.	Usia 13-15 tahun  
c.	Usia 16-18 tahun  
	
1,18
7,32
27,41
	
2,05
9,36
20,54
	
0,93
2,12
19,72
	
0,21
0,83
6,89
	
0
0
0

	4.
	Tingkat Kelulusan 
a.	SD/MI
b.	SMP/MTs
c.	SMA/SMK/MA
	
100
100
100
	
100
99,93
99,09
	
100
100
100
	
100
100
98,21
	
100
100
100

	5.
	Rasio guru per murid (%)
	14,00
	14,00
	13,00
	12,00
	9,05

	6.
	Rasio guru per sekolah (%)
	14,00
	14,00
	14,00
	15,00
	12

	7.
	Penduduk yang  berusia > 15 tahun  melek huruf atau tidak  buta aksara  (%)
	99,70
	99,70
	99,71
	99,71
	99,78

	8.
	Jumlah Sekolah  
a.	SD/MI
b.	SMP/MTs
c.	SMA/SMK/MA
	
53
19
12
	
53
19
14
	
55
19
14
	
60
21
14
	
60
21
15

	9.	
	Jumlah Siswa 
a.	SD/MI
b.	SMP/MTs
c.	SMA/SMK/MA
	
9.616
4.130
3.006
	
9.918
4.147
3.332
	
9.903
3.968
3.716
	
9.863
4.142
3.849
	
8.299
3.718
2810

	10.
	Pembangunan  RKB
a.	SD/MI
b.	SMP/MTs
c.	SMA/SMK/MA
	
-
-
3
	
-
-
6
	
16
4
8
	
-
8
17
	
-
-
-


	11.
	Rehab Sekolah
a.	SD/MI
b.	SMP/MTs
c.	SMA/SMK/MA
	
-
-
-
	
27
27
3
	
68
9
5
	
139
12
2
	
-
-
-


Sumber 	:	LKPJ AMJ Periode 2008-2013 


b. Kesehatan
Salah  satu indikator keberhasilan  pembangunan  kesehatan  adalah  perilaku hidup sehat. Dilihat dari indikator aspek  pelayanan kesehatan. Pemerintah Kota Tual, telah berupaya menyediakan fasilitas kesehatan yang dari tahun ketahun semakin dapat menjangkau pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat Permasalahan pelayanan urusan kesehatan yang perlu mendapat perhatian adalah menurunkan tingkat penderita Penyakit Musiman dengan melibatkan partisipasi seluruh komponen masyarakat serta meningkatkan pelayanan medis dari sisi SDM dan Infrastruktur. Berikut gambaran pelayanan umum bidang Kesehatan sebagaimana tabel  2.18.
Tabel 2.19
Perkembangan Pelayanan Umum Bidang Kesehatan di Kota Tual
Tahun 2009 s.d 2014
	No
	Indikator
	Tahun

	
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1.
	Angka Harapan  Hidup (%)
	68,37
	68,70
	67,60
	67,60
	67
	77,2

	2.
	Angka Kematian  Bayi/1.000 KH
	8,2
	9
	4,6
	12
	10
	7

	3. 
	Angka Kematian  Ibu Melahirkan/100.000
	117,5
	501
	152,2
	0
	3
	2

	4.
	Prevalensi Gizi Kurang  Pada Anak  Balita (%)
	2,1
	4,7
	2,1
	0,75
	2
	73 (1,4)

	5.
	Persentase  Pertolongan  Persalinan 
	60
	56
	85
	85
	1100
	75,56

	6.
	Persentase  Kunjungan  Cakupan  KN Lengkap 
	60
	78
	75
	75
	1248
	69,42

	7.
	Jumlah  Cakupan  Kunjungan  Bayi
	70
	77
	85
	85
	1027
	1123

	8.
	Jumlah  Bayi Asi Ekslusif
	22,5
	5,2
	9,1
	34,1
	706
	11,9

	9.
	Persentase  Balita Yang  Mendapatkan  Vitamin  A 
	80
	77
	74
	90
	5891
	71,3

	10.
	Persentase  Ibu Hamil Yang  Mendapat Tablet Fe 
	70
	67
	89
	90
	1011
	78,22

	11.	
	Rasio Posyandu Persatuan  Balita/100
	1,1
	1,1
	1,1
	2
	2
	2

	12.
	Jumlah Tenaga Paramedis 
-	Bidan
-	Perawat
-	Tenaga Apoteker
-	Nutrisionis/Tenaga Gizi
-	Sanitarian/Tenaga Kesling
-	Farmasi
-	Psikologi
-	Fisiotherapy
-	Analis
-	Atro
-	Pekarya
-	Atem
-	Hiperkes/Kesker
-	Radiologi
-	Manajemen  RS
	
33
76
3
23
-
1
-
-
-
-
-
-
-
	
34
107
3
23
18
7
1
1
1
1
-
	
34
107
3
22
16
7
1
1
1
1
2
	
34
132
6
25
25
10
1
1
2
-
1
1
1

	
34
74
6
18
26
9
9
1
1
1
1
-
-
1
1
	
48
154
10
20
9
13
1
4
5
0
1
1
1
1
1

	13.
	Jumlah Dokter  PNS :
-	Dokter Umum
-	Dokter Gigi
	
6
1
	
6
1
	
6
1
	
6
1
	
6
1
	
10
2

	14.
	Jumlah Dokter  PTT :
-	Dokter Umum
-	Dokter Gigi
	
5
2
	
5
3
	
6
4
	
7
4
	
6
4
	
7
6

	15.
	Jumlah  Sarana Kesehatan  
a.	Rumah  Sakit 	Pemerintah
b.	Rumah  Sakit Swasta
c.	Puskesmas Induk
d.	Puskesmas 	Pembantu/Pustu
e.	Poskesdes
g.	Posyandu
	
-

-
5
12

25
84
	
-

-
5
12

29
84
	
-

-
5
12

29
84
	
-

-
8
9

33
96
	
1

-
12
7

36
96
	
1

-
13
5

33
92

	16.
	Cakupan  Pelayanan  Penyakit Menular (%) :
a.	Diare
b.	Malaria
c.	HIV
d.	DBD
	

100
100
100
100

	

100
100
100
100
	

100
100
100
100
	

100
100
100
100
	

100
100
100
100

	

100
100
100
100


	17.
	Rumah  Tangga Sehat (%)
	40
	40
	60
	60
	60
	74

	18.
	Jumlah  Sarana dan  Prasarana :
a.	Alat Kesehatan  
b.	Jenis Obat
	DPDF
	DAU
	DAK 
c.	Pusling  Darat
d.	Pusling  Laut
e.	Kendaraan  Roda Dua
	

134

108
105
-

3
2
	

-

-
110
-

3
2
	

119

-
155
155

4
5
	

118

-
115
115

4
6
	

-

-
-
82

6
6
	

83

-
75
139
8
8
65


Sumber : Kompilasi Data Dinas Kesehatan Tahun 2014


c.	Pekerjaan Umum
Kondisi kualitas jalan terhadap panjang jalan selama 5 tahun terakhir (2009-2013) menunjukkan perkembangan yang fluktuatif, kondisi jalan dalam keadaan baik tahun 2009 sebesar 67,10 Km  sampai dengan tahun 2013 meningkat menjadi 116,30 Km perubahan kondisi kualitas jalan ini dipengaruhi oleh perubahan iklim, dimana pada saat musim hujan banyak terjadi genangan air serta kendaraan yang melebihi tonase yang ditentukan. Berikut gambaran pelayanan umum bidang pekerjaan umum sebagaimana tabel dibawah ini:
Tabel 2.20
Perkembangan pelayanan umum bidang Pekerjaan Umum di Kota Tual
Tahun 2009 s.d 2013


	No
	Indikator
	Tahun

	
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	1.
	Jenis Permukaan  Jalan  
	
	
	
	
	

	
	- Jalan  aspal  
	112 Km
	112 Km
	112 Km
	112 Km
	112 Km

	
	- Jalan  batu/kerikil
	-
	-
	-
	-
	-

	
	- Jalan  beton  
	-
	-
	-
	-
	-

	
	- Jalan  tanah
	21,72 Km
	21,72 Km
	33,72 Km
	41,62 Km
	60,62 Km

	2.
	Kondisi Fisik Jalan   
	
	
	
	
	

	
	- Baik
	67,10 Km
	97,80 Km
	106,40 Km
	109,30 Km
	116,30 Km

	
	- Sedang
	6 Km
	22 Km
	35,90 Km
	34,90 Km
	30,40 Km

	
	- Rusak
	49,54 Km
	9,34 
Km
	7,80 Km
	5,90 
Km
	4,40 Km

	
	- Rusak Berat
	11,98 Km
	11,48 Km
	9,48 Km
	9,48 
Km
	8,48 Km

	3.
	Jumlah Jembatan  Berdasarkan  Kondisi Fisik 
	
	
	
	
	

	
	- Jembatan  baik
	5 Bh
	6 Bh
	7 Bh
	7 Bh
	3 Bh

	
	- Jembatan  sedang  
	-
	-
	-
	-
	-

	
	- Jembatan  rusak
	5 Bh
	4 Bh
	3 Bh
	3 Bh
	7 Bh

	
	- Jembatan  rusak  berat
	-
	-
	-
	-
	1 Bh

	4.
	Pembangunan  Trotoar dan  Drainase 
	
	
	
	
	

	
	- Trotoar
	-
	700 M
	2.600 M
	150 M
	

	
	- Drainase
	-
	600 M
	-
	-
	

	5.
	Pembangunan  Air Bersih  dan  Sanitasi 
	
	
	
	
	

	
	- Bronchapturing
	1 Unit
	-
	-
	6 Unit
	

	
	- Sumur dalam  
	-
	-
	-
	-
	

	
	- Sumur dalam  sederhana
	7 Unit 
	-
	-
	2 Unit
	

	
	- SPAM IKK
	-
	-
	5 Unit
	2 Unit
	1 Unit

	
	- MCK
	2 Unit
	2 Unit
	4 Unit
	6 Unit
	7 Unit

	6.
	Pembangunan  Gedung  Pemerintahan  
	5 Unit
	7 Unit 
	4 Unit
	3 Unit 
	3 Unit


Sumber 	:	LKPJ AMJ Periode 2008-2013 

d.	Perumahan
Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan perumahan di Kota Tual selama periode 2009-2013 dihitung dari persentase jumlah rumah tangga yang telah menggunakan air bersih. Pada tahun 2009 sebesar jumlah rumah tangga yang telah menggunakan air bersih sebesar 1.895 KK meningkat menjadi 8.413 KK pada tahun 2013. Persentase  jumlah rumah tangga yang memiliki sanitasi sampai tahun tahun 2009 sebesar 33% menjadi 61,18%  pada tahun 2013. Persentase jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik terhadap jumlah rumah tangga tahun 2009 sebesar 37% meningkat menjadi 88,2% tahun 2012. Berikut gambaran perkembangan aspek pelayanan bidang perumahan sebagaimana tabel di  bawah ini:







Tabel 2.21
Perkembangan Pelayanan Umum Bidang Perumahan di Kota Tual
Tahun 2009 s.d 2013

	No
	Indikator
	Tahun

	
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	1.
	Pembangunan  di bidang  perumahan 
	
	
	
	
	

	
	-	Rumah  tangga pengguna air bersih
	1895 KK
	2.700 KK
	3.500 KK
	4.333 KK
	8.413 KK

	
	-	Rumah  tangga pengguna listrik
	-
	-
	-
	-
	

	
	- Rumah  tangga bersanitasi
	5.500 KK
	7.200 KK
	8.350 KK
	9.763 KK
	7.588
KK

	
	-	Lingkungan  pemukiman kumuh
	8 Kws
	7 Kws
	6 Kws
	5 Kws
	13 Kawasan

	
	- Rumah  layak huni
	8.500 Unit
	8.750 Unit
	9.400 Unir
	9.900 Unit
	5.762
Unit

	
	-	Tipe A (layak  huni dan  sesuai   standar kesehatan)
	5.200 Unit
	6.300 Unit
	7.000 Unit
	7.500 Unit
	3.025
Unit

	
	-	Tipe B (layak huni tetapi belum sesuai standar kesehatan)
	3.300 Unit
	2.450 Unit
	2.400 Unit
	2.400 Unit
	3.025
Unit

	
	-	Tipe C (belum  layak  huni dan  belum  sesuai standar kesehatan)
	7.950 Unit
	7.300 Unit
	6.870 Unit
	6.120 Unit
	2.737
Unit

	
	-	Persentase rumah  tinggal bersanitasi
	33 %
	35 %
	38 %
	42 %
	61,18

	
	-	Persentase Rumah  Tangga Pengguna Listrik
	
	
	72,67%
	83,94%
	88,2%


Sumber 	:	-  LKPJ AMJ Periode 2008-2013 
		- Inkesra Kota Tual

e. 	Penataan Ruang
Kinerja pembangunan pelayanan urusan penataan ruang tahun 2009-2013  dilihat dari rasio luas ruang terbuka hijau terhadap luas wilayah ber Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dan atau Hak Guna Bangun. Pada Tahun 2009 mencapai sebesar 60:40% dan mengalami penurunan menjadi 33,74:76,26%  pada tahun 2013. 

f.	Perencanaan Pembangunan Daerah
Kinerja pembangunan pelayanan umum bidang perencanaan pembangunan daerah tahun 2009-2013 adalah tersusunnya RPJPD pada tahun 2013 yang selanjutnya menjadi dokumen pembangunan jangka panjang daerah 2005-2025 dan telah tetapkan dengan Peraturan Daerah pada tahun 2014 dan tersedianya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD 2013-2018 yang ditetapkan  dengan oleh Peraturan Daerah. Disamping itu juga dilihat dari tersusunnya dokumen perencanaan jangka pendek yang berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (tahunan) atau yang disingkat RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Tantangan ke depan adalah menjaga konsistensi dan kesinambungan perencanaan dengan implementasinya. Berikut gambaran kinerjan perencanaan pembangunan daerah selama 5 tahun : 
Tabel 2.22
Perkembangan Pelayanan Umum 
Bidang Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Di Kota Tual 
Tahun 2009 s.d 2013

	No
	Indikator
	Tahun

	
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	1.
	Penyusunan  Rancangan  RPJPD 2005-2025
	-
	-
	-
	-
	1

	2.
	Penyusunan  Rancangan  RPJMD 2013-2018
	1
	-
	-
	-
	1

	3.
	Penyusunan  Rancangan  RTRW 2012-2032
	-
	-
	-
	-
	1

	4.
	Laporan Keterangan  Pertanggung Jawaban  Walikota
	1
	1
	1
	1
	1

	5.
	Penyusunan  KUA dan  PPAS Perubahan  APBD Tahun   2013
	1
	1
	1
	1
	1

	6.
	Penyusunan  KUA dan  PPAS APBD Tahun  2014
	1
	1
	1
	1
	1

	7.
	LPPD SKPD
	1
	1
	1
	1
	1

	8.
	LAKIP SKPD
	1
	1
	1
	1
	1

	9.
	Kota Tual Dalam  Angka
	1
	1
	1
	1
	1

	10.
	Kecamatan  Dalam  Angka
	1
	1
	1
	1
	1

	11.
	Indikator Kesejahteraan  Rakyat (INKESRA) Kota Tual
	1
	1
	1
	1
	1

	12.
	PDRB  Kota  Tual
	1
	1
	1
	1
	1

	13.
	Pelaksanaan  Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan  
	2
	1
	1
	2
	2

	14.
	Rencana Kerja Pemerintah  Daerah  (RKPD)
	1
	1
	1
	1
	1

	15
	Laporan  Keterangan  Pertanggung  Jawaban  Akhir Masa Jabatan  Walikota
	-
	-
	-
	-
	1

	16
	Pelaksanaan  Pameran  Investasi
	1
	1
	1
	1
	1


Sumber 	:	LKPJ AMJ Periode 2008-2013 

g.	Perhubungan  
Kinerja pembangunan pada pelayanan pada urusan perhubungan di Kota Tual selama periode 2009-2013 dilihat dari jumlah terminal selama 5 tahun   tidak mengalami perubahan atau tetap sebanyak 2 buah, halte sebanyak 3 buah dan dermaga sebanyak 1 buah, persentase jumlah angkutan darat dibanding jumlah penumpang angkutan darat mengalami peningkatan dari tahun 2009 sebesar 1,30% menjadi 2,01% pada tahun 2013. Tantangan kedepan adalah bagaimana menyediakan pelayanan angkutan massal yang murah, nyaman, aman dan tepat waktu.

	h.	Lingkungan Hidup
Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan lingkungan hidup di Kota Tual selama periode 2006-2010 diukur dari meningkatnya persentase penanganan sampah tahun 2009 sebesar 20% menjadi 55%  pada tahun 2013, produksi sampah total Kota Tual tahun 2009 sebesar 8.640 m3/hari meningkat sebesar 17.250 m3/hari. Semakin besarnya volume sampah yang dihasilkan oleh masyarakat menuntut peran serta masyarakat untuk dapat memusnahkan sampah dengan cara yang ramah lingkungan demi memperpanjang usia TPA. Berikut gambaran perkembangan pelayanan bidang lingkungan hidup sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.23
Perkembangan Pelayanan Umum 
Bidang Lingkungan  Hidup  Di Kota Tual 
Tahun 2009 s.d 2013

	No
	Indikator
	Tahun

	
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	1.
	Daya Tampung  TPS (m3 / hari)
	7
	9
	10
	12
	16

	2.
	Presentase Penanganan  Sampah (%)
	20
	30
	45
	50
	55

	3.
	Tempat Pembuangan Sampah (TPS) persatuan  penduduk (%)
	0,19
	0,23
	0,29

	0,31
	0,42

	4.
	Jumlah TPA 
	1
	1
	1
	1
	1

	5.
	Daya Tampung  TPA (Ton)
	-
	5
	5
	10
	10

	6.
	Jarak  TPA (Km)
	-
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5

	7.
	Jumlah  Armada Kebersihan  (Truk)
	2
	4

	5
	5
	6


Sumber  :  LKPJ AMJ Periode 2008-2013

i. 	Pertanahan
Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pertanahan  selama periode 2009-2013 diukur dari meningkatnya persentase luas lahan bersertifikat. Pada tahun 2009 persentase luas lahan bersertifikat mencapai sebesar 0,31%. Dilihat dari jumlah kepemilikan tanah yang mempunyai sertifikat, menggambarkan bahwa kesadaran masyarakat masih kurang, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya tertib administrasi pertanahan yang berarti kepemilikan sertifikat tanah sebagai legalitas atas tanah yang dimiliki semakin menjadi penting.


j. 	Kependudukan dan Catatan Sipil
Kinerja pembangunan pada pelayanan kependudukan dan Catatan Sipil selama 5 tahun (2009-2013) tingkat kepemilikan  KTP tahun 2009 sebesar 6.236 meningkat menjadi 29.099 pada tahun 2013, rasio bayi berakte kelahiran tahun 2010 sebesar 866 orang meningkat menjadi 92 orang. Peningkatan kinerja kependudukan dan catatan sipil lebih dipengaruhi oleh kesadaran penduduk yang disebabkan makin mudahnya pelayanan administrasi kependudukan dan terlaksananya kebijakan kependudukan yang serasi antara kebijakan kependudukan nasional dengan kebijakan kependudukan Kota Tual. Berikut gambaran perkembangan pelayanan kependudukan dan catatan sipil sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.24
Perkembangan Pelayanan Umum 
Bidang Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Di Kota Tual 
Tahun 2009 s.d 2013

	No
	Indikator
	Tahun

	
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	1.
	Tingkat Kepemilikan  KK
	
	2.700
	5.207
	10.745
	13.299

	2.
	Tingkat Kepemilikan  KTP
	
	6.236
	10.751
	26.634
	29.099

	3.
	Akta Catatan  Sipil 
a.	Akta Kelahiran  
b.	Akta Perkawinan  
c.	Akta Perceraian
d.	Akta Kematian  
e.	Akta Pengesahan  Anak
f.	Akta Pengakuan  Anak
g.	Akta Pengangkatan  Anak 
h.	Akta Kutipan  Kedua
i.	Akta Perubahan  Nama
	
	
866
51
-
72
-
-
-
-
-
	
1.420
67
-
105
-
-
-
-
-
	
3.602
85
-
129
-
-
-
-
-
	
92
16
-
47
-
-
-
-
-

	4.
	Penerapan  e-KTP kepada seluruh instansi, kecamatan , desa/kelurahan dan  RT/RW (%)
	
	-
	-
	0
	52,60


Sumber 	:	LKPJ AMJ Periode 2008-2013 

k. 	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pembangunan pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami kemajuan. Hal ini dapat dilihat dari angka meningkatnya partisipasi perempuan baik di lembaga pemerintah maupun swasta sampai dengan tahun 2010 sebesar 16,5% meningkat menjadi 20% pada tahun 2013 dan turun menjadi 12,55 pada tahun 2014. Untuk meningkatkan usaha pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak perlu dibentuk kelembagaan perempuan  mulai di tingkat Kota sampai dengan tingkat Kecamatan dan diharapkan pada tahun 2016 di semua Kecamatan sudah terbentuk PPT, untuk dapat membantu menyelesaikan persoalan korban kekerasan terhadap perempuan. Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak selama periode 2010-2014 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut :






Tabel 2. 25
Perkembangan Pelayanan Umum 
Bidang Pemberdayaan  Perempuan  dan  Keluaraga Berencana  Di Kota Tual 
Tahun 2010 s.d 2014

	No
	Indikator
	Tahun

	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1.
	Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga
	11 Kasus
	22 Kasus 
	31 Kasus
	27 Kasus
	32 Kasus

	2.
	Jumlah  ber KB
a.	KB baru (Orang)
b	KB aktif (Orang)
	
2.280
1.592
	
3.214
2.347
	
3.769
4.756
	
2.995
7.095
	
1.297
9.009

	3.
	Jumlah Angkatan  Kerja Perempuan
	20,6
	15,5
	18

	18
	-

	4.
	Jumlah  Perempuan  Yang Bekerja
	718
	820
	857
	857
	860

	5.
	Persentase Perempuan  Yang Bekerja (%)
	16,5
	15
	20
	20
	12,5%

	6.
	Jumlah  Kelembagaan  Perempuan  
	118
	119
	120
	120
	87


Sumber : Kompilasi Data BPPKB & PA Tahun 2015

l. 	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Pembangunan dalam urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera mengalami peningkatan yang cukup baik, terlihat dari indikator jumlah ber KB aktif yang semakin meningkat. Jumlah KB baru dari 1.592 orang pada tahun 2010 meningkat menjadi 9.009 orang pada tahun 2014. Hal ini memberikan pengaruh yang positif dalam menekan laju pertumbuhan penduduk sehingga akan semakin rendah juga jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahtera. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga secara menyeluruh terutama dalam kemampuan pengasuhan dan penumbuh kembangan anak, dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga melalui pengembangan akses terhadap kualitas hidup keluarga: ekonomi, kesehatan, pendidikan, parenting (beyond family planning) dan menggalang kemitraan dengan masyarakat, swasta dan profesi/perguruan tinggi. Permasalahan kedepan yang harus ditangani secara serius adalah meningkatkan cakupan keluarga berencana agar mampu menekan laju pertumbuhan penduduk. 

m. 	Sosial
Pembangunan pelayanan sosial di Kota Tual selama 5 (lima) tahun terakhir belum mengalami peningkatan. Masih sedikitnya sarana sosial yang tersedia sampai dengan tahun 2013 dan saat ini terus diupayakan penambahan dan penanganannya oleh Pemerintah Kota Tual. Demikian pula penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial dari tahun 2006 sampai dengan 2010 masih belum maksimal dan belum mampu menekan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) termasuk di dalamnya adalah anak jalanan. Permasalahan PMKS yang terus berkembang diantaranya disebabkan oleh persoalan tuntutan kehidupan yang semakin berat, disamping persoalan kemiskinan. Oleh karena itu penanganan persoalan sosial harus dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi.
n. 	Ketenagakerjaan
Jumlah tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Tual pada tahun 2009 sebesar 63,48%, sedangkan pada tahun 2013 sebesar 59,82%. Ini berarti ada sekitar 59,82% penduduk yang terlibat dalam kegiatan ekonomi untuk menunjang kebutuhan hidup. Konflik antara buruh dan pengusaha terhadap kebijakan Pemerintah Kota Tual dapat terselesaikan dengan baik terlihat tidak adanya kasus sengketa pengusaha-pekerja. Kedepan, upaya fasilitasi penciptaan lapangan kerja melalui pelatihan ketrampilan dan kewirausahaan terus ditingkatkan termasuk rencana fasilitasi hubungan industrial yang bisa memberikan solusi saling menguntungkan antara pengusaha dan pekerja, sehingga terwujud hubungan industrial yang harmonis.
o. 	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Jumlah  koperasi aktif di Kota Tual mengalami peningkatan dari 120 pada tahun 2009 menjadi 246 pada tahun 2013. Jumlah UKM non BPR/LKM UKM tidak mengalami kenaikan selama kurun waktu 5 tahun, demikian juga dengan perkembangan usaha mikro dan kecil. Sehingga hal tersebut menunjukkan adanya stagnasi pertumbuhan ekonomi yang produktif dari sektor koperasi dan UMKM, Hal-hal inilah harus menjadi perhatian bersama dan perlu ditingkatkan dimasa mendatang melalui program yang pro rakyat seperti pembinaan dan pelatihan serta memfasilitasi permodalan yang diharapkan mampu mengembalikan koperasi sebagai tokoh guru perekonomian masyarakat yang tidak hanya aktif namun juga benar sehat sehingga mampu menjaga pertumbuhan ekonomi terutama dari pengembangan usaha mikro dan kecil. 
Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah selama periode 2009-2013 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut  :









Tabel 2. 26
Perkembangan Pelayanan Umum 
Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah   Di Kota Tual 
Tahun 2009 s.d 2013

	No
	Indikator
	Tahun

	
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	1.
	Jumlah UMKM
	1.168
	1.367
	1.665
	1.725
	2.076

	2.
	Jumlah koperasi aktif
	133
	144
	195
	211
	246

	3.
	Jumlah  BPR per LKM
	12
	16
	16
	16
	16

	4.
	Modal Usaha (Bantuan Pemerintah)
-	Koperasi  	(Rp)
	

2.389.000.000
	

3.386.000.000
	

3.636.000.000
	

3.780.000.000
	

-

	
	- UKM (Rp)
	-
	-
	-
	392.000.000
	-


Sumber 	:	LKPJ AMJ Periode 2008-2013 
	
p. 	Penanaman Modal
Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan penanaman modal selama periode 2009-2013, dalam mempertahankan kesinambungan laju pertumbuhan ekonomi di Kota Tual, peranan Investasi masih sangat dibutuhkan baik dalam bentuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun dalam bentuk Penanaman Modal Asing (PMA), sampai dengan tahun 2014  jumlah perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang berinvestasi di Kota Tual sebanyak 177 Perusahaan dengan nilai  investasi sebesar Rp.10.846.000.000,-. Didominasi industri perdagangan.
Total perusahaan yang terdaftar dan beroperasi di Kota Tual sebanyak 118 perusahaan Peningkatan tersebut didukung dengan adanya layanan One Stop Service (OSS) yang memberikan kemudahan dalam mengurus perizinan disamping keamanan yang kondusif, infrastruktur meningkat lebih baik, dan promosi investasi. Kesemuanya itu akan berdampak pada meningkatnya rasio daya serap tenaga kerja. Upaya peningkatan investasi kedepan, adalah perlunya dukungan peraturan yang jelas mengenai insentif investasi yang dapat diberikan oleh pemerintah daerah guna memacu pertumbuhan investasi. Dengan demikian perwujudan Kota Tual sebagai Kabupaten perdagangan dan jasa akan lebih mampu bersaing dengan daerah lain dalam menarik minat investor dalam maupun luar negeri.

q. 	Kebudayaan
Jumlah sanggar seni  di Kota Tual selama 5 tahun (2009-2013) tetap 17 buah. Berkembangnya penerapan nilai budaya di Kota Tual juga ditandai dengan keaktifan 12 sanggar budaya dari 21 sanggar budaya yang ada, termasuk keaktifannya dalam Festival Seni dan Budaya Kota Tual, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.26.  Sedangkan gedung kesenian sampai tahun 2013 belum ada di  Kota Tual. Hal ini menunjukkan bahwa masih kurang responsifnya masyarakat terhadap kesenian tradisional. Demikian pula dengan perkembangan sarana prasarana gedung kesenian menunjukkan masih minimnya dan rendahnya baik dari sisi jumlah dan pelaku seni dan budayanya. Tantangan kedepan diperlukan kegiatan-kegiatan yang lebih bisa mempromosikan Kota Tual sebagai tempat tujuan wisata, tidak lagi hanya sebagai tempat singgah sementara. Selain itu perbaikan dan penyempurnaan di bidang sarana penyelenggaraan kesenian juga diperlukan dalam mendukung bentuk promosi tersebut. Sedangkan pelestarian benda maupun bangunan cagar budaya dilakukan agar lebih bisa menonjolkan ciri dan trademark Kota Tual  dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.




Tabel 2.27.
Nama-nama Sanggar Budaya Aktif di Kota Tual Tahun 2014
	No.
	Nama Sanggar Seni Budaya

	1.
	Sanggar Ekal

	2.
	Sanggar Rhema

	3.
	Sanggar Smansa

	4.
	Sanggar Fikfikir

	5.
	Sanggar Al-Banda

	6.
	Sanggar Yuroa

	7.
	Sanggar Ohoitib Kenew

	8.
	Sanggar Anggrek Fiditan

	9.
	Sangga Al-Ikhlas

	10.
	Sanggar Debus Tayando

	11.
	Sanggar Manwain Kale

	12.
	Sanggar Loban Nur


Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Tual

Kerukunan hidup umat beragama di Kota Tual sangat terjalin baik. Kasus konflik antar umat beragama yang terjadi beberapa tahun yang lalu di Provinsi Maluku terutama di Kota Tual dapat diredam hingga saat ini disebabkan adanya semboyan atau falsafah hidup Suku Kei yaitu suku asli Kota Tual Maren dan Ain ni ain yang artinya bekerjasama dan persatuan menjadi kesepakatan adat dan simbol pemerintahan yang diharapkan menjadi pengikat sosial antara masyarakat yang majemuk. Selain itu, Kota Tual juga memiliki Hukum Adat Larvul Ngabal yang sangat dijunjung tinggi dan dihormati dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari masyarakat Kei. Kota Tual juga sangat kaya atraksi budaya, mulai dari tarian tradisional seperti tari katar (tari peperangan), tari sosoi adat, tari sosoi yirik, dan ragam jenis tarian adat lainnya, tata cara perkawinan adat, serta lagu-lagu adat.


r. 	Pemuda dan Olah raga
Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pemuda dan olah raga selama periode 2009-2013 menggambarkan penyelenggaraan pembangunan pemuda dan olahraga selama lima tahun terakhir tidak mengalami pertumbuhan. Begitu pula kondisi sarana dan prasarana olah raga. Permasalahan kedepan berkaitan dengan pelayanan olah raga dan kepemudaan adalah upaya pembinaan dini terhadap pemuda melalui pendekatan institusional baik melalui institusi pendidikan, sekolah dan pramuka maupun institusi kepemudaan seperti KNPI dan Karang Taruna. Sedangkan untuk ketersediaan sarana dan prasarana olah raga dengan standar nasional saat ini masih terbatas dan belum terkelola dengan baik pusat olah raga (Sport center).

s. 	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri selama periode 2009-2013 dilihat dari keberhasilan pembangunan demokrasi telah berhasil memantapkan peran masyarakat terutama dari sisi kemandirian organisasi baik LSM, Ormas maupun OKP. Persoalan kedepan adalah bagaimana membangun sinergitas seluruh kekuatan LSM, Ormas dan OKP yang ada untuk bersama-sama membantu pemerintah Kota Tual dalam mewujudkan visi dan misi sesuai dengan kompetensi masing-masing.

t.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.
Pembangunan pada pelayanan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian menggambarkan bahwa sejak 5 tahun terakhir, telah menunjukkan perkembangan yang positif kedepan diperlukan pelayanan yang tidak mengedepankan aspek represif tetapi lebih ke tindakan preventif. Sebagaimana diuraikan pada Tabel 2.26. 

                       Tabel 2. 28
Perkembangan Pelayanan Umum
Urusan  Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian dan Persandian    Di Kota Tual 
Tahun 2009 s.d 2013

	No
	Indikator
	Tahun

	
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	1.
	Jumlah  PERDA
	5
	17
	27
	5
	6

	2.
	Cakupan Patroli Petugas Satpol PP
	
	
	
	
	

	3.
	Angka Kriminalitas
	10
	12
	16
	4
	6

	4.
	Jumlah  Demontrasi
	4
	16
	8
	3
	5

	5.
	Jumlah  PNS yang  di Razia
	
	
	
	
	

	6.
	Jumlah  Razia PEKAT
	
	
	
	
	

	7.
	Jumlah  Razia PETI
	
	
	
	
	

	8.
	Jumlah  Polisi Pamong Praja
	8
	41
	43
	45
	82


Sumber 	:	LKPJ AMJ Periode 2008-2013 	

u.	Ketahanan  Pangan  
Ketahanan  pangan  Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Empat aspek ketahanan pangan yaitu ketersediaan, akses pangan, penyerapan pangan dan aspek stabilitas.
Ketahanan pangan di Kota Tual  secara umum, semakin baik dan kondusif.  Hal tersebut ditunjukkan pada tabel berikut ini:
Tabel 2.29
Perkembangan Pelayanan Umum
Urusan  Ketahanan  Pangan   Di Kota Tual
Tahun 2009 s.d 2013
	No
	Indikator
	Tahun

	
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	1.
	Ketersediaan  Pangan  
	
	
	
	
	

	
	a.	Beras (ton)
	
	
	1.713.304
	1.972.400
	2.912.681

	
	b.	Jagung (ton)
	-
	-
	-
	-
	-

	
	c.	Ketela Pohon (ton)
	4.460
	318
	4.466
	4.763
	-

	2.
	Kebutuhan  Pangan  
	
	
	
	
	

	
	a.	Beras (ton)
	
	4.184.488
	4.472.314
	4.595.745
	-

	
	b.	Jagung (ton)
	
	978.192
	1.045.476
	1.074.330
	-

	
	c.	Ketela Pohon (ton)
	
	1.195.568
	1.277.804
	1.313.070
	

	3.
	Surplus/Defisit
	
	
	
	
	

	
	a.	Beras (ton)
	
	
	(2.759.010)
	(2.623.345)
	-

	
	b.	Jagung (ton)
	
	
	
	
	

	
	c.	Ketela Pohon (ton)
	
	(1.195.250)
	(1.273.338)
	(1.308.307)
	-

	5.
	Kecamatan  Rawan  Pangan  (berdasarkan  peta ketahanan  dan  kerentangan  pangan)
	-
	-
	2
	2
	2

	6.
	Desa Swasembada Pangan  
	-
	-
	-
	-
	-

	7.
	Desa Rawan  Pangan  
	
	16
	16
	16
	16

	8.
	Lumbung  pangan  masyarakat desa
	
	
	
	
	

	
	a.	Baik
	-
	-
	-
	2 Unit
	-

	
	b.	Sedang
	-
	-
	-
	-
	-

	
	c.	Kurang
	-
	-
	-
	-
	-


Sumber : LKPJ AMJ Periode 2008-2013

v.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan adalah  upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup melalui penguatan pemerintahan desa dan kelurahan, lembaga kemasyarakatan dan upaya dalam penguatan kapasitas masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dalam suatu kerangka pembangunan partisipatif yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat yaitu sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan serta pengembangan tindak lanjut hasil pembangunan. Perencanaan pembangunan desa disusun dengan mengacu kepada perencanaan pembangunan kabupaten/kota, provinsi dan nasional. Program-program pembangunan yang diarahkan ke desa wajib disinkronisasikan dan diintegrasikan dengan perencanaan pembangunan desa. 
Pemberdayaan  masyarakat, desa/kelurahan  dilakukan  dengan melibatkan kelompok binaan pemberdayaan masyarakat. Jumlah desa, dusun dan kelompok pemberdayaan masyarakat   sebagaimana pada Tabel 2. 28.












Tabel 2.30
Perkembangan Pelayanan Umum
Urusan  Pemberdayaan  Masyarakat dan Desa   Di Kota Tual
Tahun 2009 s.d 2013

	No
	Indikator
	Tahun

	
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	1.
	Subsidi Beras Raskin  untuk rumah tangga miskin (Rp.000)
a.	Kecamatan  Dullah 	Utara
b.	Kecamatan  Dullah 	Selatan
c.	Kecamatan  	Tayando Tam
d.	Kecamatan Pp. Kur
	

212.160
179.088
218.400
153.753
	

212.160
179.088
218.400
153.753
	

244.800
210.960
2.47.680
177.408
	

236.592
207.792
133.344
122.832
	

-
-
-
-

	2.
	Jumlah  RTS-PM  yang  mendapat subsidi beras :
a.	Kecamatan  Dullah 	Utara
b.	Kecamatan  Dullah 	Selatan  
c.	Kecamatan  	Tayando Tam
d.	Kecamatan Pp. Kur
	

1.700
1.435
1.750
1.232
	

1.700
1.435
1.750
1.232
	

1.700
1.465
1.720
1.232
	

1.643
1.443
926
853
	

-
-
-
-

	3.
	Jumlah  Kelompok Binaan Pemberdayaan  Masyarakat
	-
	1
	1
	1
	-

	7.
	Jumlah  Desa 
	26
	26
	26
	27
	27

	8.
	Jumlah  Dusun  
	11
	11
	11
	10
	11


Sumber :LKPJ AMJ Periode 2008-2013

w. 	Statistik
Pengembangan data/informasi/statistik daerah dilaksanakan guna mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dalam kaitan ini tidak hanya terbatas pada penyediaan data namun yang lebih penting adalah validitas, kecepatan penyampaian serta keterpaduan data antar sektor sehingga memudahkan dalam analisa perencanaan pembangunan.
Capaian kinerja sejak Tahun 2008 sampai Tahun 2014 antara lain: Tersusunnya Buku Kota Tual Dalam Angka dan Kecamatan Dalam  Angka Tahun 2008 - 2014; Buku PDRB Tahun 2008-2014 dan Indeks Kesejahteraan Masyarakat (INKESRA) Kota Tual  Tahun 2008- 2013.

x.	Kearsipan
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, tertib pengelolaan arsip menjadi suatu keharusan, bermanfaat sebagai bukti kegiatan dan merupakan wujud dilaksanakannya akuntabilitas instansi/lembaga. Pengelolaan arsip menjadi tanggungjawab dari seluruh instansi penyelenggaran pemerintahan. 

y. 	Komunikasi dan Informatika
Keterbukaan informasi kepada masyarakat merupakan tuntutan yang wajib dipenuhi oleh pemerintah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membuat portal website milik pemerintah. Dengan adanya website diharapkan masyarakat dapat mengakses informasi hasil pembangunan dan dapat menjadi wadah komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat.
Updating data yang tersaji dalam website milik pemerintah akan memberikan gambaran hasil pembangunan kepada masyarakat dan juga investor yang membutuhkan data terbaru. 

z.	Perpustakaan
Perkembangan capaian kinerja perpustakaan Kota Tual cenderung belum. Namun berbeda untuk jumlah perpustakaan umum dan jumlah perpustakaan daerah daerah yang cenderung tetap.
2.	Fokus Layanan  Urusan  Pilihan
a.	Pertanian
Urusan Pertanian mencakup sektor pertanian tanaman pangan, hortikultura, tanaman perkebunan, dan peternakan. Produksi padi di Kota Tual berdasarkan hasil olahan Dinas Pertanian dan  Kehutanan Kota Tual. Pada tahun 2012, luas panen ketela pohon di Kota Tual mencapai 514 Ha atau meningkat 43,57 persen. Meskipun luas panen meningkat, produksi ketela pohon mengalami penurunan hingga 52,05 persen yaitu dari 1.203,32 ton di tahun 2011 menjadi 577 ton di tahun 2012. Produksi tanaman palawija lainnya seperti ketela rambat, kacang hijau dan kacang tanah, mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

Luas panen dan produksi sayuran dataran rendah dan dataran tinggi di Kota Tual masing-masing sebesar 115 Ha dan 10,14 ton pada tahun 2012. Kangkung merupakan salah satu komoditi yang memiliki luas panen dan produksi tertinggi selama tahun 2012.
Sedangkan produksi tanaman perkebunan utama di Jawa Tengah menunjukkan Pada tahun 2012, kelapa merupakan
komoditi perkebunan yang memiliki luas potensi yang paling besar di Kota Tual yaitu sebesar 250,58 Ha. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, angka ini mengalami penurunan sebesar 24,66 persen. Tanaman  perkebunan  di Kota Tual meliputi kelapa, pala, cengkeh, jambu mete dan kenari. Data tanaman pangan, holtikultura, tanaman perkebunan dan peternakan serta produksinya dapat dilihat dengan jelas pada tabel 2.30.

Tabel 2.31
Perkembangan Pelayanan Umum
Urusan  Pertanian   Di Kota Tual
Tahun 2009 s.d 2013

	No
	Indikator
	Tahun

	
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	1.
	Luas Panen  Produksi Tanaman  Padi dan  Palawija (Ha) :
a.	Padi Ladang
b.	Jagung
c.	Ketela Pohon
d.	Ketela Rambat
e.	Kacang Tanah
f.	Kacang  Hijau
	




4,00
31,00
297,00
12,00
29,00
	



5,00
99,00
596,40
80,69
33,70
36,70
	



-
10,00
358,00
332,00
14,50
22,50
	



-
158,00
514,00
137,00
31,00
26,00
	

	2.
	Luas Panen  Produksi Tanaman  Hortikultura  (Ha) :
a.	Sayur-sayuran
b.	Buah-buahan
	
	


	


61,90
228,00
	


111,00
47,48
	

	3.
	Produksi Tanaman  Padi dan  Palawija  (Ton)
a.	Padi Ladang
b.	Jagung
c.	Ketela Pohon
d.	Ketela Rambat
e.	Kacang Tanah
f.	Kacang  Hijau
	



52,00
62,00
4.460
36,00
16,00
	


12,00
267,30
5.429,82
332,00
94,90
55,40
	


-
252,2
1.203,32
100,70
25,65
10,55
	


-
234,62
1.107,05
92,64
23,59
18,86
	

	4.
	Produksi Tanaman  Hortikultura (Ton) :
a.	Sayur-sayuran
b.	Buah-buahan
	
	
	

1.332,90
153,25
	

10,14
313,20
	

	5.
	Produksi Tanaman  Perkebunan  (Ton) :
a.	Kelapa
b.	Pala
c.	Cengkeh
d.	Jambu Mete
e.	Kenari
	
	
	

54,00
3,00
5,00
1,00
14,08
	

90,21
52,60
11,33
2,00
29,51
	

99,23
57,86,
10,20
2,20
32,46

	7.
	Populasi Ternak  (Ekor)
a.	Sapi
b.	Kerbau
c.	Kambing
d.	Domba
e.	Babi
	
	
208,00
-
2.683,00
-
387,00
	
206,00
-
3.847,00
-
591,00
	
236,00
-
3,665,00
-
73,00
	

	8.
	Luas Lahan  Kritis
	
	
	11.845,00
	11.845,00
	11.845,00


Sumber  :  Dinas Pertanian dan Kehutanan

b. 	Kehutanan
Terkait pemanfaatan hasil hutan, jumlah industri pengolahan hasil hutan kayu menunjukkan kecenderungan
meningkat. Arah pengembangan selanjutnya adalah membentuk industri pengolahan hasil hutan kayu yang mempunyai Sertifikat Verifikasi Legal Kayu (SVLK). Adapun kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Tahun 2012 sebesar 0,50%, menurun dibanding Tahun 2009 sebanyak 0,51%. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.31.

Tabel 2.32
Perkembangan Pelayanan Umum
Urusan  Kehutanan   Di Kota Tual
Tahun 2009 s.d 2013

	No
	Indikator
	Tahun

	
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	1.
	Produksi Kayu (M3)
a.	Kayu Meranti
b.	Kayu Rimba Campuran
c.	Kayu Indah
	
105
130
55
	
60
75
15
	
-
-
-
	
-
-
-
	
-
-
-

	2.
	Luas Hutan  Lindung
	
	
	9.201,00
	9,201,00
	9,201,00


Sumber  :  Dinas Pertanian dan Kehutanan


	c. 	Energi dan Sumberdaya Mineral
Uusan  sektor energi dan sumberdaya mineral di Kota Tual pada kurun waktu tahun 2009 sampai dengan 2013 relatif tetap. Indikator Rasio Elektrifikasi (RE) merupakan pencapaian pembangunan terkait dengan energi yang menunjukkan jumlah KK yang sudah berlistrik. Sampai dengan Tahun 2012, RE Kota Tual telah mencapai sebesar 83,94%. Walaupun demikian, data tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat sebanyak 16,07% rumah tangga yang belum dapat mengakses listrik. Dalam rangka meningkatkan rasio elektrifikasi tersebut, telah dilakukan berbagai upaya antara lain dengan pembangunan jaringan listrik pedesaan, dan pengembangan energi baru terbarukan. 

d.	Pariwisata
Perkembangan jumlah obyek wisata pada kurun waktu 2009 - 2013 cenderung meningkat, dari 17 menjadi 26 obyek wisata. 

e. 	Kelautan dan Perikanan
Produksi perikanan tangkap pada Tahun 2012 mencapai 27.958.800 ton meningkat dibandingkan tahun  sebelumnya sebesar 14.110.716. Produksi perikanan budidaya Tahun 2012 sebesar 145.578 ton mengalami penurunan  dibandingkan  tahun  sebelumnya sebesar 1.024.106.  Sedangkan  perikanan  pengolahan  Tahun  2012 sebesar 407.302 ton mengalami penurunan  dibandingkan  tahun  sebelumnya sebesar 841.273. 
Jumlah  pengusaha perikanan  yang  ada di Kota Tual pada tahun 2010-2013 sebanyak 12, dengan jumlah perusahaan  perikanan  dari tahun  2009-2012 sebanyak 5 bertambah  menjadi 8 pada tahun  2013. 
Perkembangan urusan  perikanan   pada kurun waktu 2009 2013 cenderung meningkat, sebagaimana tertera pada Tabel 2.32.

Tabel 2.33
Perkembangan Pelayanan Umum
Bidang  Kelautan  dan  Perikanan    Di Kota Tual
Tahun 2009 s.d 2013

	No
	Indikator
	Tahun

	
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	1.
	Jumlah  pengusaha perikanan  
	-
	12
	14
	10
	12

	2.
	Jumlah Perusahaan  Perikanan 
	5
	5
	5
	5
	8

	3.
	Izin  Investasi
	-
	-
	1
	-
	-

	4.
	Jumlah  Surat Keterangan  Asal  Komoditi (SKAK) 
	-
	143
	243
	148
	70

	5.
	Jumlah  Nelayan  Buruh Nelayan  
	750
	1.030
	1.252
	1.510
	1.563

	6.
	Jumlah Buruh Nelayan  
	90
	33
	27
	20
	13


Sumber:  LKPJ AMJ Periode 2008-2013
f. 	Perdagangan
Peran sektor perdagangan terhadap perekonomian Kota Tual selam kurun waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 memberikan kontribusi yang positif. Nilai PDRB sektor Perdagangan Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2013 sebesar Rp. 185 821,07 juta, yang memberikan kontribusi terhadap total PDRB Kota Tual yang cukup signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan usaha dan jasa perdagangan besar dan eceran di Kota Tual sangat tinggi seiring dengan kemampuan daya beli masyarakat yang tinggi.


g.	Perindustrian
Jumlah populasi industri kecil dan menengah serta industri besar di Kota Tual selama tahun 2009-2013 mengalami peningkatan. Jumlah industri di Kota Tual pada tahun 2011 sebanyak 107 menjadi 184. Peningkatan industri dipengaruhi oleh masih cukup tersedianya lahan atau kawasan peruntukkan industri sesuai RTRW dan terjaminnya kepastian berusaha yang kondusif serta tersedianya tenaga kerja yang terampil. Sedangkan pertumbuhan jumlah IKM disebabkan semakin terbukanya peluang usaha industri untuk pemenuhan pasar dalam negeri serta optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya lokal menjadi produk unggulan daerah. Pertumbuhan industri, jumlah  pasar  di Kota Tual  selama tahun 2009 – 2013 dapat dilihat pada Tabel 2.33.

Tabel 2.34
Perkembangan Pelayanan Umum
Bidang  Perindustrian    Di Kota Tual
Tahun 2011 s.d 2013

	No
	Indikator
	Tahun

	
	
	2011
	2012
	2013

	1.
	Tersedianya data base industri berpotensi di Kota Tual
	-
	-
	-

	2.
	Jumlah  fasilitasi pengembangan  industri potensial
	100%
	85,71%
	-

	3.
	Jumlah Industri yang Memiliki Ijin
	183
	186
	213

	4.
	Jumlah Industri yang Belum Memiliki Ijin/Home Industri
	8
	8
	10

	5.
	Jumlah Pasar
	9
	12
	13


Sumber  :  Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tual


2.1.4.	Aspek Daya Saing Daerah
	Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi dan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, nasional atau internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.
1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah
Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah memicu daya saing daerah dalam  beberapa tolok ukur  sebagai berikut :
a. Pengeluaran  Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita
Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa besarnya tingkat pengeluaran rumah tangga. Angka Konsumsi makanan  penduduk Kota Tual tahun  2013 mencapai Rp.368.561,- atau 56,29% yang cenderung meningkat dari tahun sebelumnya.  Sedangkan angka konsumsi bukan makanan  sebesar Rp.286.281,- atau 43,71%. Dapat dikatakan  permintaan  akan  pemenuhan  makanan  lebih besar dibandingkan bukan makanan, artinya pendapatan  penduduk Kota Tual masih terkonsentrasi digunakan  untuk memenuhi kebutuhan  akan  makanan  untuk hidup sehingga kebutuhan bukan makanan  dan  untuk ditabung masih sangat rendah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat dilihat pada tabel 2.34.





Tabel 2.35
Pengeluaran  Konsumsi Rumah  Tangga Per Kapita
Di Kota Tual Tahun  2009-2012
	Jenis Pengeluaran
	Tahun
	

	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Makanan
	226.381
	240.829
	364.241
	474.457
	368.561

	Bukan  Makanan
	118.024
	156.832
	312.336
	421.800
	286.281

	Total
	344.405
	397.661
	676.578
	896.257
	654.932


Sumber: Inkesra Kota Tual Tahun 2013

Gambar 2.10
Persentase Pengeluaran Makanan  dan  Bukan  Makanan  
[image: ]Di Kota Tual Tahun  2009-2013













Sumber  :  INKESRA Kota Tual
	2.	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur
Infrastruktur wilayah terdiri dari beberapa aspek yaitu infrastruktur transportasi, sumber daya air dan irigasi, listrik dan energi, telekomunikasi serta sarana dan prasarana permukiman. Kebutuhan akan infrastruktur wilayah tidak terlepas dari fungsi dan peranannya terhadap pengembangan wilayah, yaitu sebagai pengarah dan pembentuk struktur tata ruang, pemenuhan kebutuhan wilayah, pemacu pertumbuhan wilayah serta pengikat wilayah. 



a.	Jalan 
Kondisi panjang jalan  di Kota Tual Tahun 2013  adalah 165,75 Km, jika dirinci menurut status pemerintah yang berwenang maka panjang jalan nasional adalah 21,34 Km, Jalan  Provinsi 8,96 Km dan jalan kota 135,45 Km, diantaranya 24,90 Km sudah hotmix, 44,05 Km sudah beraspal, 63,50 Km jalan setapak dan 5 Km jalan tanah. Secara umum, kondisi jalan yang baik adalah sepanjang 116,30 Km di tahun 2009 dan tahun 2013 menjadi 116,30 Km. Sedang 6 Km di tahun 2009 menjadi 30,40 Km di tahun 2013. Rusak 49,54 Km di tahun 2009 menjadi 4,40 Km di tahun 2013. Rusak berat 11,98 Km di tahun 2009 menjadi 8,48 Km di tahun 2013. Apabila dibandingkan dengan jumlah kendaraan, maka dapat dilihat bahwa rasionya dari tahun ke tahun semakin kecil. Kondisi panjang jalan di wilayah Kota Tual, selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.11
Gambar 2.11
Kondisi Jalan  Kota Tual Tahun 2009-2013

Sumber : Lakip Kota Tual Tahun 2014



b. Jembatan	
Jembatan sebagai sarana penghubung antar wilayah. Jumlah jembatan di Kota Tual sebanyak 11 Unit dengan  panjang keseluruhan 171 meter.  Berdasarkan kondisi fisiknya jumlah  jembatan  yang ada di Kota Tual pada tahun 2013 jembatan yang baik 3 unit dengan dimensi panjangnya 101 meter, rusak 7 Unit, dan Rusak Berat sebanyak 1 Unit dengan panjangnya yaitu 9 meter. Di tahun 2013 jembatan yang baik sebanyak 7 Unit, rusak 3 unit. Kondisi jembatan  di wilayah Kota Tual, selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.12
Gambar 2.12
Kondisi Jembatan di Kota Tual 
Tahun 2009-2013

Sumber : LAKIP Kota Tual Tahun 2014

		c.	Angkutan Umum
Sarana angkutan umum yang ada di Kota Tual  cukup memadai  terdiri dari angkutan pedesaan dan perkotaan. Trayek sarana angkutan umum berjumlah 9 trayek dengan jumlah armada yang beroperasi mencapai 57 unit. Trayek yang ada melayani jurusan Tual-Tamedan (7 unit), Tual- Dullah (9 unit), Tual-Fiditan (20 unit), Tual-Ohoitel (9 unit), dan Tual-Taar (4 unit). Selain trayek yang ada di dalam Kota Tual Kepulauan terdapat juga trayek yang menghubungkan antarkota/kabupaten dalam (Tual-Langgur dan Tual-Perumnas).
	d.	Terminal
Terminal di Kota Tual dari tahun 2009 sampai dengan 2013 berjumlah  2 unit dengan tipe C yaitu Terminal Lodar El yang melayani rute di dalam kota dan antar kota/kabupaten dalam provinsi dan Terminal Wara yang melayani rute antara kota dengan desa. Pembangunan sistem jaringan transportasi   di Kota Tual, selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.13

Gambar 2.13
Pembangunan  Sistem  Jaringan  Transportasi Di Kota Tual
Tahun 2009-2013

   Sumber : LKPJ AMJ Kota Tual Periode 2008-2013

e. Angkutan udara
Angkutan udara Kota Tual Kepulauan masih dilayani oleh Bandara  Karel Sadsuitubun di Ibra Kabupaten Maluku Tenggara. Dimana pengelolaan bandara oleh Kementerian Perhubungan.
f.	Angkatan  Laut
Sarana transportasi pelabuhan laut yang ada di Kota Tual adalah Pelabuhan Jos Sudarso Tual, Dermaga Penyeberangan ASDP, Pelabuhan Kur,  Pelabuhan Perikanan Nusantara ( PPN Dumar ), Pangkalan TNI-AL, Pelabuhan Pertamina dan Pelabuhan PPI KALVIK. 
g.	Listrik
Semua kebutuhan listrik di Kota Tual khususnya di Pulau Dullah dilayani  oleh PT. PLN (Persero) Wilayah IX Cabang Tual. Pada tahun 2012 Kapasitas Daya Terpasang 15.432 KW dengan daya mampu 8.880 KW, sementara beban puncak mencapai 7.693 KW. Jumlah listrik sebesar itu dipasok oleh 25 mesin pembangkit listrik tenaga diesel. Jumlah pelanggan  listrik terus mengalami kenaikan dari  14.810 pada tahun 2009 menjadi 21.871 pada tahun 2012 dengan VA Terpasang 14.172 KVA. 
h. Telekomunikasi
Jaringan telekomunikasi yang ada di Kota Tual khususnya jaringan telepon sampai dengan tahun 2012 telah terpasang sebanyak 1.330 SS dengan Kapasitas sebesar 3.488 SS.Pada wilayah kepulauan jaringan telepon pernah menggunakan tipe sambungan yang langsung akses satelit yaitu dengan teknologi VSAT (Very Small Aperture Terminal) untuk wartel. Selain itu, saat ini di Kecamatan Dullah Utara dan Kecamatan Dullah Selatan telah terdapat telepon sambungan tetap juga sudah dilayani jaringan telepon seluler.
Komunikasi yang berbentuk siaran di Kota Tual dilayani oleh TVRI sementara siaran televisi swasta dapat dinikmati oleh masyarakat dengan menggunakan antene parabola. Media siaran yang lain melalui radio yang dilayani oleh RRI dan radio swasta. 
i.	Air bersih
Sumber air bersih bagi masyarakat Kota Tual dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masak/minum, mandi dan mencuci terutama masyarakat yang tinggal tinggal di Pulau Dullah selama ini banyak disuplai dari pasokan oleh Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) dimana sumber air bersih berasal dari  Mata Air Evu dengan kapasitas debit 1.400 liter per detik dan saat ini baru dimanfaatkan untuk Air Bersih sebesar 50 liter per detik. Berdasarkan laporan dari PDAM Cabang Tual sampai dengan tahun 2012 jumlah pelanggan  sebanyak 3.060 dengan jumlah air bersih yang terlasurkan mencapai 1.647.724 M3 dengan  nilai produksi Rp.2.806.954.300,-. Perlu diketahui bahwa jumlah pelanggan dan produksi sudah termasuk Kabupaten Maluku Tenggara.
Tingkat pelayanan  air minum perpipaan kepada masyarakat di Kota Tual belum optimal karena belum semua lapisan masyarakat bisa mengaksesnya. Penyebab utama kondisi ini adalah luasnya jangkauan wilayah pelayanan serta terbatasnya kapasitas sumber air bersih PDAM. Untuk itu Pemerintah Kota Tual Membentuk PDAM Kota Tual yang mulai beroperasi pada Tahun 2015. Diharapkan dengan adanya kelembagaan dimaksud akan mengatasi permasalahan air bersih di Kota Tual, yang sumber air dari Danau Fanil di Desa Ohoitel yang berjarak lebih kurang 8 kilometer dari pusat Kota Tual.
j.	Limbah
Produksi limbah domestik (sampah) di Kota Tual dan sekitarnya mencapai 21 ton per hari. Sementara penanganan sampah kota (transportasi ke TPA sementara) baru mencapai 50 - 60 persen. Sisa sampah perkotaan masih tertinggal di lingkungan permukiman. Indikator sisa sampah terdapat di saluran drainase, tepi pantai dan lingkungan perumahan.
k.	Sumber Daya Laut
[bookmark: _Toc186825188][bookmark: _Toc190854014]	Beberapa kelompok ekosistem pesisir yang ada di Kota Tual diantaranya terumbu karang  dengan luas ekosistem 221,61 Km2, Hutan mangrove dengan luas ekosistem 0,76 m2, padang lamun dan rumput laut dengan luas ekosistem 56,80 Km2, sumber daya perikanan sebagaimana pada tabel 2.35.
Tabel 2.36
Potensi WPP 8 (Laut Arafura) dan WPP 5 (Laut Banda) 
Menurut Kelompok Sumberdaya

	No
	Kelompok Sumberdaya
	Wilayah Pengelolaan Perikanan
	Perairan Indonesia

	
	
	5
	8
	

	1
	Ikan Pelagis Besar
Potensi (103 ton/tahun)
Pemanfaatan (%)
Peluang Pengembangan (%)
	
104.12
88.96
1.04
	
50.86
42.60
47.60
	
1027.64
70.52
19.48

	2
	Pelagis Kecil
Potensi (103 ton/tahun)
Pemanfaatan (%)
Peluang Pengembangan (%)
	
132.00
55.24
34.76
	
468.66
3.41
86.59
	
3109.70
40.93
49.07

	3
	Demersal
Potensi (103 ton/tahun)
Pemanfaatan (%)
Peluang Pengembangan (%)
	
9.32
237.35
-
	
246.75
8.33
81.67
	
1786.35
34.74
55.26

	4
	Ikan Karang Konsumsi
Potensi (103 ton/tahun)
Pemanfaatan (%)
Peluang Pengembangan (%)
	
2.48
557.72

	[bookmark: _GoBack]
0.77
297.86
	
75.93
193.33

	5
	Udang Penaeid
Potensi (103 ton/tahun)
Pemanfaatan (%)
Peluang Pengembangan (%)
	
-
-
	
21.70
24.71
65.29
	
74.00
165.69

	6
	Lobster
Potensi (103 ton/tahun)
Pemanfaatan (%)
Peluang Pengembangan (%)
	
0.40
4.25
85.75
	
0.10
616.75
-
	
4.80
66.82
23.18

	7
	Cumi-Cumi
Potensi (103 ton/tahun)
Pemanfaatan (%)
Peluang Pengembangan (%)
	
0.05
0.00
-
	
3.39
6.95
83.05
	
28.25
127.
93

	Seluruh SDIL Indonesia
Potensi (103 ton/tahun)
Pemanfaatan (%)
Peluang Pengembangan (%)
	
248.37
85.93
4.07
	
792.23
8.42
81.58
	
6106.67
47.93
42.07



Sumber      : PKSPL-IPB, 2005
Catatan    : Peluang Pengembangan tidak dihitung karena lebih besar atau sama dengan 90%.


2.2.	Evaluasi Pelaksanaan  Program  RKPD Kota Tual Tahun  2014 dan  Realisasi RPJMD Kota Tual Tahun  2008-2013

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat. Permasalahan pembanguan diperoleh dari hasil analisis gambaran umum daerah dan analisis capaian kinerja daerah.Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang tidak diatasi untuk menggapai peluang dan meminimalisasi hambatan. Untuk mengefektifkan sistem perencanaan pembangunan daerah dan bagaimana visi, misi daerah dibuat dengan sebaik-baiknya, dibutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi.
Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Selanjutnya, identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Tidak semua permasalahan tiap urusan dijadikan sasaran pokok selama 20 (dua puluh) tahun ke depan, mengingat keterbatasan pendanaan, isu strategis yang muncul, fokus kepada agenda paling strategis, dan hubungannya dengan agenda-agenda pembangunan yang telah berhasil dicapai di periode sebelumnya. Dengan pendekatan manajemen strategis, permasalahan pada urusan atau gabungan urusan yang akan dijadikan sebagai dasar penentuan sasaran pokok adalah permasalahan-permasalahan yang memiliki dampak paling tinggi terhadap pembangunan dan kriteria-kriteria lain yang sesuai peraturan perundang-undangan.
Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan daerah dipecahkan, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.Perumusan permasalahan pembangunan pada tiap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan tiap penyelenggaraan urusan pemerintah guna mendapatkan rumusan permasalahan pada masing-masing urusan tersebut. Capaian Kinerja Pada Tahun sebelumnya dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.






	 (
Tabel
 2.3
7
Realisasi RPJMD 2013-2018
)No.
	Indikator Sasaran
	Satuan 
	Tahun 2013
	Capaian Kinerja Tahun 2013 (%)
	Tahun 2014
	Capaian Kinerja Tahun 2014 (%)

	
	
	
	Target
	Realisasi
	
	Target
	Realisasi
	

	URUSAN WAJIB

	Urusan Pendidikan

	1
	Tersedianya Profil Pendidikan
	Persen
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00

	2
	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
	Persen
	65.00
	60.60
	93.23
	65.00
	76.95
	118.38

	3
	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) 
	Persen
	95.00
	96.31
	101.38
	95.00
	96.65
	101.73

	4
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A 
	Persen
	95.00
	97.60
	102.74
	97.00
	98.05
	101.08

	5
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B
	Persen
	90.00
	89.24
	99.16
	92.00
	93.42
	101.55

	6
	Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C
	Persen
	95.93
	95.93
	100.00
	95.93
	98.54
	102.72

	7
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI
	Persen
	0.00
	0.00
	100.00
	0.00
	0.00
	100.00

	8
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs
	Persen
	0.00
	0.00
	100.00
	0.00
	0.00
	100.00

	9
	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK
	Persen
	0.00
	0.00
	100.00
	0.00
	0.00
	100.00

	10
	Rasio Guru Murid PAUD
	Rasio
	1:20
	1:14
	142.86
	1:20
	1:13
	153.85

	11
	Rasio Guru Murid SD
	Rasio
	1:20
	1:18
	111.11
	1:20
	1:17
	117.65

	12
	Rasio Guru Murid SMP
	Rasio
	1:20
	1:15
	133.33
	1:20
	1:14
	142.86

	13
	Rasio Guru Murid SMA/SMK
	Rasio
	1:25
	1:20
	125.00
	1:25
	1:18
	138.89

	14
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI
	Persen
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00

	15
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs
	Persen
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00

	16
	Angka Kelulusan (AL) SMA/MA
	Persen
	100.00
	98.39
	98.39
	100.00
	100.00
	100.00

	17
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs
	Persen
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	98.53
	98.53

	18
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
	Persen
	100.00
	112.14
	112.14
	100.00
	111.87
	111.87

	19
	Jumlah Guru SD tersertifikasi
	Orang
	20.00
	10.00
	50.00
	20.00
	13.00
	65.00

	20
	Jumlah Guru SMP tersertifikasi
	Orang
	20.00
	7.00
	35.00
	20.00
	6.00
	30.00

	21
	Jumlah Guru SMA/SMK tersertifikasi
	Orang
	20.00
	0.00
	0.00
	20.00
	0.00
	0.00

	22
	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
	Persen
	100.00
	54.14
	54.14
	100.00
	73.40
	73.40

	23
	Jumlah Kepala Sekolah tersertifikasi 
	Orang
	25.00
	16.00
	64.00
	26.00
	19.00
	73.08

	Urusan Kesehatan

	24
	Tersedianya Profil Kesehatan
	Persen
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00

	25
	Persentase cakupan kunjungan ibu hamil K4
	Persen
	95.00
	68.58
	72.19
	95.00
	79.41
	83.59

	26
	Persentase cakupan komplikasi yang ditangani
	Persen
	80.00
	20.06
	25.08
	80.00
	33.44
	41.80

	27
	Persentase cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
	Persen
	90.00
	71.75
	79.72
	90.00
	70.87
	78.75

	28
	Persentase cakupan pelayanan nifas
	Persen
	90.00
	82.29
	91.43
	90.00
	67.87
	75.42

	29
	Persentase cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani 
	Persen
	80.00
	14.84
	18.55
	80.00
	7.69
	9.62

	30
	Cakupan kunjungan bayi 
	Persen
	90.00
	94.90
	105.44
	90.00
	81.38
	90.42

	31
	Persentase cakupan ibu hamil Risti di Rujuk
	Persen
	100.00
	25.00
	25.00
	100.00
	24.59
	24.59

	32
	Cakupan BBLR ditangani 
	Persen
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	1.69
	1.69

	33
	Persentase pelayanan rawat jalan
	Persen
	75.00
	169.25
	225.67
	75.00
	64.07
	85.43

	34
	Persentase pelayanan rawat nginap 
	Persen
	15.00
	0.64
	4.27
	15.00
	0.27
	1.79

	35
	Persentase cakupan bayi ASI Eksklusif
	Persen
	15.00
	65.15
	434.33
	15.00
	11.90
	79.31

	36
	Peresentase cakupan balita yang mendapat vitamin A
	Persen
	80.00
	67.40
	84.25
	80.00
	71.30
	89.12

	37
	Persentase Cakupan Balita Naik BB (N/D )
	Persen
	85.00
	75.90
	89.29
	85.00
	80.66
	94.90

	38
	Persentase Cakupan Bumil dapat 90 Tab Fe 
	Persen
	95.00
	68.58
	72.19
	95.00
	78.22
	82.34

	39
	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
	Persen
	100.00
	86.21
	86.21
	100.00
	80.00
	80.00

	40
	Cakupan pelayanan anak balita
	Persen
	90.00
	64.02
	71.13
	90.00
	54.08
	60.09

	41
	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin
	Persen
	100.00
	4.00
	4.00
	100.00
	4.26
	4.26

	42
	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan
	Persen
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00

	43
	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat
	Persen
	100.00
	96.23
	96.23
	100.00
	84.43
	84.43

	44
	Cakupan peserta KB aktif
	Persen
	70.00
	23.09
	32.99
	70.00
	39.94
	57.06

	45
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita pneumonia balita
	Persen
	100.00
	0.38
	0.38
	100.00
	17.33
	17.33

	46
	Cakupan penemuan dan penanganan pasien baru TB BTA Positif
	Persen
	100.00
	50.00
	50.00
	100.00
	55.56
	55.56

	47
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD yang ditangani
	Persen
	100.00
	0.00
	0.00
	100.00
	100.00
	100.00

	48
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita Diare
	Persen
	100.00
	0.00
	0.00
	100.00
	89.50
	89.50

	49
	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin
	Persen
	100.00
	75.00
	75.00
	100.00
	80.77
	80.77

	50
	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
	Persen
	100.00
	6.77
	6.77
	100.00
	7.33
	7.33

	51
	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)
	Persen
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00

	52
	Cakupan Desa/Kelurahan  mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidomologi < 24 jam
	Persen
	100.00
	0.00
	0.00
	100.00
	100.00
	100.00

	53
	Cakupan Desa siaga aktif
	Persen
	80.00
	72.41
	90.51
	80.00
	72.41
	90.52

	54
	Cakupan Rumah Tangga yang ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
	Persen
	25.00
	12.99
	51.96
	25.00
	18.63
	74.54

	55
	Angka kematian bayi per-1.000 kelahiran hidup
	Per 1.000 kelahiran hidup
	14.00
	8.00
	175.00
	14.00
	6.57
	213.20

	56
	Angka kematian balita per-1.000 kelahiran hidup
	Per 1.000 kelahiran hidup
	9.00
	8.00
	112.50
	9.00
	3.75
	239.85

	57
	Angka kematian ibu melahirkan per-100.000 kelahiran hidup
	Per 100.000 kelahiran hidup
	102.00
	239.00
	42.68
	102.00
	187.62
	54.37

	58
	Persentase prevalensi gizi kurang pada anak balita
	Persen
	0.70
	0.70
	100.00
	0.70
	1.39
	50.49

	59
	Jumlah kasus gizi buruk
	Kasus
	2.00
	2.00
	100.00
	2.00
	13.00
	15.38

	60
	Jumlah kasus baru HIV/AIDS
	Kasus
	< 25
	25.00
	73.53
	< 25
	34.00
	73.53

	61
	Angka kesakitan malaria per-1.000 penduduk
	Per-1.000 penduduk
	1.00
	2.51
	39.84
	1.00
	2.26
	44.22

	62
	Cakupan persentase sumber air minum
	Persen
	75.00
	79.51
	106.01
	75.00
	68.59
	91.45

	63
	Cakupan persentase sanitasi dasar
	Persen
	70.00
	76.48
	109.26
	70.00
	61.38
	87.68

	64
	Rasio dokter per-100.000 penduduk
	Per 100.000 penduduk
	40.00
	15.62
	39.05
	40.00
	22.77
	56.92

	65
	Rasio bidan per-100.000 penduduk
	Per 100.000 penduduk
	100.00
	92.80
	92.80
	100.00
	104.73
	104.73

	66
	Rasio puskesmas dan pustu per-1.000 penduduk
	Per 1.000 penduduk
	21.00
	28.25
	134.52
	21.00
	27.32
	130.10

	Urusan Pekerjaan Umum

	67
	Perusahaan Konstruksi Pemegang IUJK yang dibina
	Persen
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00

	68
	Persentase Jalan dalam kondisi baik
	Persen
	60.00
	61.91
	103.18
	73.00
	73.24
	100.33

	69
	Persentase Jumlah jembatan dalam kondisi baik
	Persen
	45.00
	40.94
	90.97
	50.00
	48.54
	97.08

	70
	Kawasan kumuh terlayani
	Persen
	30.00
	29.62
	98.74
	30.00
	35.00
	116.67

	71
	Persentase Rumah tangga berakses air bersih
	Persen
	70.00
	67.82
	96.88
	70.00
	70.12
	100.18

	72
	Luas daerah irigasi yang terlayani irigasi
	Persen
	15.00
	11.67
	77.78
	15.00
	13.16
	87.72

	73
	Persentase rumah tinggal bersanitasi
	Persen
	65.00
	61.17
	94.11
	65.00
	61.98
	95.36

	74
	Titik genangan terlayani
	Persen
	75.00
	74.23
	98.98
	75.00
	80.53
	107.37

	75
	Infrastruktur Desa yang dibangun
	Persen
	30.00
	17.17
	57.24
	30.00
	19.55
	65.17

	76
	Persentase Rumah layak huni
	Persen
	65.00
	64.87
	99.81
	65.00
	65.23
	100.35

	Urusan Perumahan

	77
	Kawasan kumuh terlayani
	Persen
	30.00
	29.62
	98.74
	30.00
	35.00
	116.67

	78
	Persentase Rumah layak huni
	Persen
	65.00
	64.87
	99.81
	65.00
	65.23
	100.35

	Urusan Penataan Ruang

	79
	Ketersediaan Dokumen Tata Ruang
	Dokumen
	2.00
	1.00
	50.00
	2.00
	1.00
	50.00

	80
	Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB
	Persen
	32.12
	30.09
	93.67
	30.09
	30.14
	100.18

	Urusan Perencanaan Pembangunan

	81
	Tersedianya dokumen LKPJ dan LPPD
	Persen
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00

	82
	Terlaksananya pembahasan dan penetapan Rancangan KUA-PPAS menjadi KUA-PPA dengan tepat waktu
	Persen
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00

	83
	Tersedianya buku Kota Tual Dalam Angka
	Persen
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00

	84
	Tersedianya buku PDRB Kota Tual
	Persen
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00

	85
	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD dan penyampaiannya tepat waktu
	Persen
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00

	86
	Terlaksananya pembahasan dan Penetapan Raperda APBD  dilaksanakan tepat waktu
	Persen
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00

	87
	Terselenggaranya Musrembang Desa dan Kelurahan
	Persen
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00

	Urusan Perhubungan

	88
	Ketersediaan angkutan penyeberangan untuk daerah pulau-pulau
	Unit
	4.00
	2.00
	50.00
	4.00
	2.00
	50.00

	Urusan Lingkungan hidup

	89
	Presentase pelaku usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan
	Persen
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00

	90
	Tersedianya dokumen database lingkungan hidup Kota Tual
	Persen
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00

	91
	Tersedianya sekolah berstatus ADHIWIYATA (Sekolah berbasis lingkungan)
	Sekolah
	3.00
	0.00
	0.00
	3.00
	0.00
	0.00

	92
	Tersedianya Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) 
	Persen
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00

	93
	Penanganan sampah
	Ton/Tahun
	75,000.00
	73,233.00
	97.64
	75,000.00
	74,040.00
	98.72

	Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

	94
	Kepemilikan KTP 
	Persen
	100.00
	52.82
	52.82
	100.00
	61.26
	61.26

	95
	Kepemilikan Akta Kelahiran
	Persen
	100.00
	26.76
	26.76
	100.00
	33.09
	33.09

	96
	Kepemilikan Kartu Keluarga
	Persen
	100.00
	53.91
	53.91
	100.00
	66.39
	66.39

	97
	Pasutri berakta nikah
	Pasutri
	100.00
	74.00
	74.00
	100.00
	186.00
	186.00

	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

	98
	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan 
	Persen
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00

	99
	Kasus KDRT
	Kasus
	< 10
	44.00
	22.73
	< 10
	28.00
	35.71

	100
	Terpilihnya anak kreatif
	Orang
	2.00
	2.00
	100.00
	2.00
	2.00
	100.00

	Urusan Keluarga Berencanan dan Keluarga Sejahtera

	101
	Cakupan peserta KB aktif
	Persen
	70.00
	23.09
	32.99
	70.00
	39.94
	57.06

	102
	Rasio Petugas Lapangan KB/Penyuluh KB (PLKB/PKB) di setiap desa dan kelurahan
	Orang per Desa & Kelurahan
	1:6
	1:15
	40.00
	1:6
	1:15
	40.00

	Urusan Sosial

	103
	Tertanganinya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
	Persen
	18.46
	12.42
	67.30
	12.42
	7.07
	56.91

	Urusan Ketenagakerjaan

	104
	Pelayanan kepesertaan Jamsostek bagi pekerja/buruh
	Persen
	34.95
	34.47
	98.61
	37.87
	37.92
	100.14

	105
	Angka Pengangguran
	Persen
	42.16
	80.13
	52.62
	37.28
	79.86
	46.69

	Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

	106
	Koperasi aktif  
	Persen
	79.92
	81.06
	101.42
	83.33
	84.85
	101.82

	107
	Penambahan Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
	Persen
	4.40
	3.98
	90.48
	5.74
	5.09
	88.60

	Urusan Penanaman Modal

	108
	Tersedianya profil investasi daerah
	Persen
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00

	109
	Nilai investasi PMA
	Rp.
	≥ 10.000.000.000
	0.00
	0.00
	≥ 10.000.000.000
	0.00
	0.00

	110
	Nilai investasi PMDN
	Rp.
	≥ 20.000.000.000
	12,712,000,000.00
	63.56
	≥ 20.000.000.000
	12,846,000,000.00
	64.23

	Urusan Kebudayaan

	1
	Terselenggaranya Festival seni dan budaya
	Kali/Tahun
	2.00
	1.00
	50.00
	2.00
	2.00
	100.00

	2
	Persentase Sanggar budaya aktif
	Persen
	61.90
	47.62
	76.92
	66.67
	57.14
	85.71

	Urusan Kepemudaan dan Olahraga

	111
	Ketersediaan Lapangan Olahraga
	Buah 
	11.00
	11.00
	100.00
	15.00
	15.00
	100.00

	112
	Cabang Olahraga yang dijuarai
	Cabang Olahraga
	2.00
	2.00
	100.00
	2.00
	4.00
	200.00

	Urusan kesatuan Bangsa dan politik Dalam Negeri

	113
	Kasus pelanggaran hukum yang tertangani
	Persen
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00

	114
	Rasio personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk
	Orang
	1:191
	1:785
	32.56
	1:183
	1:562
	32.56

	115
	Jumlah jenis kegiatan patroli satpol PP dalam satu tahun
	Jenis Patroli/tahun
	3.00
	3.00
	100.00
	3.00
	3.00
	100.00

	116
	Kegiatan pembinaan pada LSM, OKP dan Ormas
	Kali
	1.00
	1.00
	100.00
	1.00
	1.00
	100.00

	Urusan  Otonomi Daerah, Pemerintahan  Umum, Adminisnistrasi Keuangan  Daerah dan  Perangkat Daerah

	117
	Kasus konflik antar umat beragama
	Kasus
	0.00
	0.00
	100.00
	0.00
	0.00
	100.00

	118
	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	Rp.
	5,986,252,997.00
	9,598,682,634.51
	160.35
	16,887,676,312.00
	16,295,345,490.42
	96.49

	119
	Terselenggaranya Pekan Pungutan PBB
	 Kali/Tahun 
	1.00
	1.00
	100.00
	1.00
	1.00
	100.00

	120
	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
	Opini
	WDP
	Disclaimer
	0.00
	WDP
	WDP
	100.00

	121
	Jumlah Aparat Pengawasan yang bersertifikasi Auditor
	Orang
	3.00
	0.00
	0.00
	3.00
	5.00
	166.67

	122
	Jumlah Aparat Pengawasan yang berkualifikasi Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan di Daerah
	Orang
	6.00
	2.00
	33.33
	6.00
	6.00
	100.00

	123
	Persentase Cakupan Pemeriksaan sesuai PKPT
	Persen
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00

	124
	Persentase penyelesaian  tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI yang sesuai dengan rekomendasi
	Persen
	50.00
	6.39
	12.77
	50.00
	8.32
	16.64

	125
	Persentase penyelesaian  tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP yang sesuai dengan rekomendasi
	Persen
	50.00
	21.02
	42.04
	50.00
	22.50
	44.99

	126
	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
	Persen
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00

	127
	Ketepatan waktu penyampaian LPPD berdasarkan PP Nomor 3 tahun 2007
	Persen
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00

	128
	Tersedianya Laporan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja setiap tahun
	Persen
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00

	129
	Jumlah Ranperda yang disetujui DPRD
	Buah
	8.00
	8.00
	100.00
	17.00
	17.00
	100.00

	130
	Struktur jabatan yang terisi pada tahun yang bersangkutan
	Persen
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	92.48
	92.48

	131
	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan Diklat Kepemimpinan
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	132
	- Eselon II
	Persen
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00

	133
	- Eselon III
	Persen
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00

	134
	- Eselon IV
	Persen
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00

	135
	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
	Persen
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00

	Urusan  Pemberdayaan  Masyarakat dan  Pemerintahan  Desa

	136
	PKK aktif
	Persen
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00

	137
	Posyandu Aktif
	Persen
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00

	138
	Jumlah  Teknologi Tepat Guna yang dihasilkan
	Jenis/Tahun
	1.00
	1.00
	100.00
	1.00
	1.00
	100.00

	139
	Jumlah kelompok usaha dan kelompok pengrajin masyarakat
	Kelompok
	2.00
	1.00
	50.00
	2.00
	2.00
	100.00

	140
	Jumlah pelatihan bagi kelompok usaha dan kelompok pengrajin masyarakat
	Kali/Tahun
	2.00
	1.00
	50.00
	2.00
	1.00
	50.00

	Urusan  Komunikasi dan  Informatika

	141
	Persentase SKPD yang akses ke Buletin Suara Maren Kota Tual
	Persen
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00

	Urusan  Perpustakaan

	142
	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
	Persen
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00

	143
	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah/mobil keliling
	Persen
	34.70
	41.92
	120.80
	56.22
	50.00
	88.94

	144
	Pengunjung perpustakaan/mobil keliling
	Orang
	11,000.00
	10,518.00
	95.62
	11,000.00
	12,029.00
	109.35

	URUSAN PILIHAN

	Urusan Pertanian

	1
	Ketersediaan pangan utama
	Kg/Jiwa
	32.24
	35.46
	110.00
	37.48
	39.04
	104.17

	2
	Meningkatnya populasi ternak
	Ekor
	35,000.00
	34,137.00
	97.53
	37,500.00
	35,907.00
	95.75

	3
	Produktifitas padi/bahan pangan lokal lainnya
	Ton/Ha
	5.07
	3.43
	67.68
	7.65
	7.61
	99.54

	4
	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB
	Persen
	10.50
	10.68
	101.67
	10.50
	9.97
	94.94

	5
	Produktifitas hortikultura sayuran
	Ton/Ha
	4.44
	4.20
	94.53
	4.20
	4.16
	98.98

	6
	Cakupan bina kelompok Tani
	Persen
	54.55
	45.00
	82.50
	40.00
	21.86
	54.66

	Urusan Kehutanan

	1
	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis
	Persen
	25.30
	22.41
	88.60
	17.00
	16.60
	97.63

	Urusan Pariwisata

	1
	Laju pertumbuhan kunjungan wisatawan domestik
	Persen
	3.47
	0.98
	28.21
	4.18
	0.25
	6.00

	2
	Laju pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara
	Persen
	92.31
	53.85
	58.33
	116.67
	56.67
	48.57

	3
	Jumlah tempat wisata yang dikembangkan setiap tahun
	Tempat wisata
	1.00
	1.00
	100.00
	2.00
	2.00
	100.00

	Urusan Kelautan dan Perikanan

	1
	Tersedianya Legislasi dan Regulasi Perikanan 
	Dokumen
	Tidak ditargetkan untuk dilaksanakan pada tahun 2013
	1.00
	1.00
	100.00

	2
	Meningkatnya SDM Aparatur dan masyarakat bidang perikanan
	Orang
	44.00
	44.00
	100.00
	48.00
	105.00
	218.75

	3
	Konsumsi ikan
	Kg/kapita/tahun
	54.90
	54.90
	100.00
	40.00
	55.00
	137.50

	4
	Tingkat produktivitas perikanan
	ton
	40,000.00
	42,250.00
	105.63
	52,434.00
	55,876.00
	106.56

	5
	Komoditas unggulan perikanan
	Komoditi
	4.00
	4.00
	100.00
	4.00
	4.00
	100.00

	6
	Meningkatnya sarana dan prasarana perikanan
	Unit
	1,975.00
	1,982.00
	100.35
	2,292.00
	2,372.00
	103.49

	Urusan Perdagangan

	1
	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB 
	Persen
	40.00
	39.71
	99.27
	42.64
	40.95
	96.04

	2
	Nilai Ekspor Bersih Perdagangan
	US$
	55,000,000.00
	50,172,507.73
	91.22
	60,000,000.00
	53,130,439.74
	88.55

	Urusan Industri

	1
	Laju pertumbuhan Industri 
	Persen
	12.15
	9.94
	81.82
	13.07
	2.01
	15.38





2.3.	Permasalahan Pembangunan Daerah
Pembangunan daerah yang telah dilaksanakan di berbagai sektor selama beberapa tahun terakhir ini telah memberikan hasil dan manfaat bagi kehidupan masyarakat secara keseluruhan di Kota Tual. Namun demikian, permasalahan yang timbul dalam proses pembangunan menyebabkan tingkat kesejahteraan hidup masyarakat yang memadai belum terealisasi sesuai dengan harapan yang ditetapkan. Pembangunan yang dilaksanakan belum sepenuhnya diikuti oleh penguatan kelembagaan publik, termasuk alokasi sumber daya yang efisien.
Manfaat pembangunan yang diharapkan belum merata, sehingga kehidupan masyarakat belum sepenuhnya membaik. Keadaan ini timbul sebagai akibat dari berbagai permasalahan yang terjadi baik masa lalu maupun sekarang yang belum teratasi secara maksimal. seperti dijelaskan secara rinci di bawah ini. Berikut ini adalah permasalahan-permasalahan pembangunan di Kota Tual yang disusun berdasarkan bidang-bidang/urusan pembangunan.
1. Pendidikan
Dalam bidang pendidikan, dihadapkan dengan permasalahan kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia yang masih rendah. Walaupun secara rata-rata sesuai indikator makro memberikan gambaran yang cukup namun masih terdapat permasalahan terkait yang perlu dituntaskan, seperti adanya disparitas tingkat pendidikan antar kelompok masyarakat yang masih cukup tinggi seperti antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara laki-laki dan perempuan, antara penduduk di kota dan perdesaan serta antar wilayah kepulauan. 
Kualitas pendidikan juga masih rendah dan belum mampu memenuhi kebutuhan kompetensi peserta didik. Hal tersebut terutama disebabkan oleh kurang dan belum meratanya pendidik baik secara kuantitas maupun kualitas khususnya pada daerah tertinggal dan terpencil serta kesejahteraan pendidik yang juga masih rendah. Disamping itu, fasilitas belajar juga belum tersedia secara memadai. Pada saat yang sama masih banyak peserta didik yang tidak memiliki buku pelajaran.
Pemerintahan Kota Tual, secara bertahap diharapkan dapat mengejar ketertinggalan dalam kualitas sumberdaya manusia dibandingkan dengan daerah-daerah lain di luar Maluku yang disebabkan antara lain oleh :
1) Masih belum meratanya sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah baik umum maupun kejuruan di seluruh kecamatan Kota Tual. 
2) Masih rendahnya kualifikasi pendidik dan komptentensi guru. belum semuanya kualiifikasi akademik guru guru di Kota Tual sebagai sarjana sebagaimana yang disyaratkan menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 Tentang  Guru dan Dosen.
3) Masih kurangnya tenaga teknis/administrasi di Sekolah.
4) Masih rendahnya frekuensi kunjungan pengawas sekolah.
5) Rendahnya minat baca yang disebabkan oleh minimnya sarana dan prasarana, antara lain, buku dan perpustakaan.
6) Masih rendahnya peran serta masyarakat dan swasta dalam pembangunan pendidikan termasuk dalam pembiayaan pendidikan, penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat, serta peningkatan mutu layanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.

2. Kesehatan
Beberapa permasalahan bidang kesehatan di Kota Tual antara lain:
1) Tenaga medis dan paramedis yang masih kurang dan belum tersebar secara merata pada semua kecamatan.
2) keterbatasan akses layanan kesehatan, khususnya keluarga miskin di daerah-daerah yang memiliki karakteristik geografis yang sulit. Ketimpangan dalam mengakses pelayanan kesehatan tersebut khususnya dirasakan oleh penduduk desa-kota, terpencil, tertinggal, dan kepulauan; 
3) Adanya berbagai penyakit menular seperti muntaber, dan penyakit menular lainnya. 
4) Jangkauan pelayanan kesehatan relatif masih terbatas terutama pada Kecamatan Tayando dan Kecamatan Pulau-pulau Kur
5) Rendahnya pemenuhan gizi terutama ibu, bayi, dan balita dari keluarga miskin, serta rendahnya kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat. 
6) Mulai meningkatnya angka penderita HIV/AIDS di kota tual dan tidak di ikuti dengan adanya kesadaran masyarakat akan besarnya bahaya tersebut.
3. Kependudukan
Di bidang kependudukan terdapat permasalahan antara lain:
1) Tidak sinkronnya tentang data penduduk di Kota Tual antara hasil sensus penduduk dengan hasil Dinas Catatan Sipil
2) Masih tingginya laju pertumbuhan dan kuantitas penduduk serta belum serasinya kebijakan kependudukan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan; 
3) belum tertatanya administrasi kependudukan dalam rangka membangun sistem pembangunan, pemerintahan, dan pembangunan yang berkelanjutan. 
4) Kurangnya kesadaran Masyarakat untuk melaporkan diri bila terjadi kedatangan, perpindahan dan peristiwa fital (lahir, kawin, cerai, mati.
4. Kesejahteraan Sosial
Di bidang Kesejahteraan sosial; kondisi kesejahteraan sosial masyarakat relatif masih rendah selain itu dalam pembangunan pemberdayaan perempuan, permasalahan mendasar yang terjadi selama ini adalah rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan. Dalam konteks, sosial, kesenjangan ini mencerminkan masih terbatasnya akses sebagian besar perempuan terhadap layanan kesehatan yang baik, pendidikan yang lebih tinggi, dan keterlibatan dalam kegiatan publik yang lebih luas. Masalah lainnya adalah rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan; tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; rendahnya kesejahteraan dan perlindungan anak; serta lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak, temasuk ketersediaan data, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Tingginya Angka Kemiskinan, Pengangguran Dan Kesenjangan Sosial 
1) Masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kondisi tersebut tercermin dari kualitas sektor pendidikan, kesehatan, pendapatan serta kesejahteraan sosial masyarakat yang masih rendah.  
2) Masyarakat miskin di wilayah pesisir dan pulau-pulau menghadapi masalah keterbatasan pemenuhan hak dasar berupa : 
· Kurangnya kecukupan mutu dan pangan;
· Rendahnya mutu layanan kesehatan;
· Rendahnya mutu layanan pendidikan; 
· Keterbatasan kesempatan kerja dan berusaha; 
· Minimnya akses layanan perumahan dan sanitasi; 
· Kurangnya akses terhadap air bersih;
3)	Sebagian besar masyarakat masih memiliki tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah serta umumnya masih berusia muda, penciptaan lapangan kerja yang baik serta pemberian dukungan yang diperlukan agar pekerja dapat berpindah ke pekerjaan dengan produktivitas tinggi.
4)	Masyarakat miskin juga mempunyai akses yang terbatas untuk memulai dan mengembangkan koperasi dan usaha, mikro, kecil dan menengah (UMKM). Permasalahan yang dihadapi antara lain adalah sulitnya mengakses modal dengan suku bunga rendah, hambatan untuk memperoleh izin usaha, kurangnya perlindungan dari kegiatan usaha, rendahnya kapasitas kewirausahaan dan terbatasnya akses terhadap informasi, pasar, bahan baku, serta sulitnya memanfaatkan bantuan teknis dan teknologi. Ketersediaan modal dengan tingkat suku bunga pasar masih sulit diakses oleh pengusaha kecil dan mikro
5)	Terbatasnya akses masyarakat miskin terhadap sumber daya alam dan menurunnya mutu lingkungan hidup, baik sebagai sumber mata pencaharian maupun sebagai penunjang kehidupan sehari-hari. Peningkatan jumlah penduduk miskin juga terjadi dengan menyempitnya kepemilikan lahan dan hilangnya sumber mata pencaharian masyarakat miskin sebagai akibat penurunan mutu lingkungan hidup terutama hutan dan laut. 

5. Perekonomian
Meskipun kondisi pertumbuhan ekonomi daerah relatif cukup baik, namun dihadapkan pada potensi ekonomi daerah maka daya saing masih rendah ditandai dengan masih rendahnya ekspor komoditas dan produk unggulan daerah (kelautan dan perikanan, perkebunan, pariwisata, industri, perdagangan dan jasa). Hal ini disebabkan antara lain:
1)	Pengelolaan potensi sumberdaya alam yang belum optimal 
2)	Minimnya aksesibilitas Tranportasi dan Komunikasi serta informasi 
3)	Peran lembaga keuangan lokal yang minim (seperti Koperasi dan UMKM) yang diikuti dengan sulitnya akses masyarakat nelayan dan pengusaha kecil untuk mendapatkan dana dari lembaga keuangan baik bank maupun non bank
4)	Iklim usaha dan berinvestasi belum kondusif (proses perijinan yang masih berbelit, keamanan dalam berinvestasi serta tumpang tindihnya kewenangan antar pemerintah) serta pola perekonomian lokal yang masih bersifat subsistem yang diikuti dengan belum tersedianya pasar bagi hasil produksi terutama hasil perikanan
5)	Belum terdapatnya prioritas komoditas unggulan yang harus dikembangkan, menjadi keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif  yang  berakibat tidak meratanya pertumbuhan ekonomi lokal antar kawasan.

6. Sosial Budaya dan Agama
Sejalan dengan perkembangan tranformasi sosial budaya maka telah terjadi pergeseran nilai nilai budaya masyarakat Kota Tual, yang ditandai antara lain, (a) terjadinya deviasi filosofi budaya lokal yang menghambat proses pembangunan (b) terjadinya pergeseran nilai nilai keagamaan (c) masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai nilai agama dan norma budaya setempat (d) mulai maraknya masyarakat yang menggunakan miras dan obat-obat psikotropika.

Di bidang sosial keagamaan, tingkat pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara masih memprihatinkan. Ajaran agama belum sepenuhnya diaktualisasikan dalam kehidupan agama secara nyata. Perilaku masyarakat yang cenderung negatif seperti perilaku asusila, penggunaan narkoba, dan perjudian sering muncul ke permukaan. 

7. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Masalah kerusakan lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil. Permasalahan utama lainnya adalah kecenderungan pemanfaatan bahan galian Gol C seperti pengerukan pasir dan penggalian tanah. Kualitas manusia mempengaruhi kemampuan dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup. Permasalahan pokok yang dihadapi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah tidak menyatunya kegiatan perlindungan fungsi lingkungan hidup dengan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam sehingga sering melahirkan konflik kepentingan antara ekonomi sumber daya alam (kehutanan dan perikanan) dengan lingkungan. Kebijakan ekonomi selama ini cenderung lebih berpihak terhadap kegiatan eksploitasi sumber daya alam sehingga mengakibatkan lemahnya kelembagaan pengelolaan dan penegakan hukum.

Secara umum penggunaan lahan di Kota Tual masih belum termanfaatkan secara intensif dan masih sangat potensial untuk meningkatkan peruntukan/pemanfaatan lahan untuk lahan perkebunan, pertanian lahan kering, dan lahan perkebunan.
1)	Belum tersedianya data potensi dan sumberdaya alam secara akurat.
2)	Pengelolaan potensi sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil belum optimal  yang diikuti dengan degradasi lingkungan pesisir dan laut akibat pengelolaan sumberdaya alam yang tidak memperhatikan kaidah pelestarian lingkungan akibat minimnya pemahaman masyarakat terkait pentingnya kelestarian ekosistem pesisir yang diikuti dengan belum ada upaya konservasi sumberdaya alam  dan minimnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan. 
3)	Belum tersedianya Rencana tata ruang Rinci Kota Tual menyebabkan tidak tersedianya potensi pengembangan wilayah. 
4)	Pengelolaan sumberdaya alam masih bersifat subsisten melalui pemanfaatan sarana dan prasarana yang masih tradisional, yang diikuti dengan ketersediaan pasar dan pengelolaan sumberdaya pasca panen 
5)	Upaya peningkatan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan lokal masih dihadapkan pada masalah irigasi teknis yang belum mampu melayani areal produksi pertanian, masih banyaknya lahan kering yang belum dimanfaatkan untuk lahan pertanian, terbatasnya sarana produksi pertanian, rendahnya kualitas petani, serta belum didukung oleh aksesibilitas wilayah yang menghubungkan kawasan-kawasan pertanian dengan pusat-pusat pemasaran. 
6)	Masih rendahnya produksi sumberdaya perikanan baik perikanan budidaya maupun perikanan tangkap akibat terbatasnya sarana prasarana budidaya dan penangkapan serta lemahnya teknologi penangkapan ikan, turut dipengaruhi oleh rendahnya SDM nelayan. 
7)	Kurang berkembangnya kemitraan antara nelayan, lembaga-lembaga keuangan, lembaga-lembaga pemberdayaan dan pemerintah daerah.
8)	Dalam bidang pariwisata khususnya wisata bahari, belum tersedianya data dan dan potensi kawasan-kawasan wisata, yang berakibat terhadap minimnya promosi investasi, yang diikuti dengan belum tersedianya konsep pengelolaan kawasan wisata terpadu berbasis masyarakat.
9)	Maraknya aktivitas eksploitasi sumberdaya alam secara destruktif yang tidak memperhatikan kaidah fungsi lingkungan hidup.
10)	Dalam bidang mitigasi bencana Kota Tual memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan daerah.

8. Penegakan Hukum
Masih lemahnya penegakan hukum di dalam masyarakat terutama oleh para penegak hukum sendiri. Kondisi ini tercermin salah satunya yaitu dengan maraknya illegal fishing dan aktivitas eksploitasi sumberdaya perikanan yang destruktif. Keadaan ini dipicu dengan terbatasnya personil, minimnya sarana dan prasarana, luas dan beragamnya kasus yang muncul kepermukaan seperti pertikaian antar kampung dan lain sebagainya. 

9. Kewilayahan
Disparitas Pembangunan Antar Wilayah, yang ditandai dengan: 
1)	Belum meratanya layanan infrastruktur antar wilayah pulau yang berakibat tidak berkembangnya daya saing antar wilayah 
2)	Rendahnya peran perdesaan sebagai basis pertumbuhan ekonomi 
3)	Terbatasnya Akses Layanan Perumahan yang sehat dan layak huni, rendahnya mutu lingkungan permukiman, dan lemahnya status hukum kepemilikan perumahan
4)	Terbatasnya Akses terhadap Air Bersih dan Aman, serta Sanitasi. Masyarakat miskin sering menghadapi kesulitan untuk mendapatkan air bersih dan keamanan. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya sumberdaya air, belum terjangkau oleh jaringan distribusi, menurunnya mutu sumber air, serta kurangnya kesadaran akan pentingnya air bersih dan sanitasi untuk kesehatan. 
5)	Pembangunan sarana dan prasarana pembangunan, distribusi sumberdaya yang tidak seimbang dan terhambatnya pengembangan komoditas unggulan akibat minimnya sarana dan prasarana perhubungan dan komunikasi.
 
10. Pemerintahan
Tumpang tindih peraturan perundangan di tingkat pusat dan daerah sebagai payung dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan yang menghambat iklim usaha dan pada gilirannya menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat; belum ditegakkannya hukum secara tegas, adil dan tidak diskriminatif, serta memihak kepada rakyat kecil. 

Banyaknya permasalahan birokrasi tersebut di atas, belum sepenuhnya teratasi baik dari sisi internal maupun eksternal. Dari sisi internal, berbagai faktor seperti demokrasi, desentralisasi dan internal birokrasi itu sendiri,  masih berdampak pada tingkat kompleksitas permasalahan dan dalam upaya mencari solusi ke depan. Sedangkan dari sisi eksternal, faktor globalisasi dan revolusi teknologi informasi juga akan kuat berpengaruh terhadap pencarian alternatif-alternatif kebijakan dalam bidang aparatur negara.

Dari sisi internal, faktor demokratisasi dan desentralisasi telah membawa dampak pada proses pengambilan keputusan kebijakan publik. Dampak tersebut terkait dengan, makin meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik meningkatnya tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik  antara lain transparansi, akuntabilitas dan kualitas kinerja publik serta taat pada hukum; meningkatnya tuntutan dalam pelimpahan tanggung jawab, kewenangan dan pengambilan keputusan.
Demikian pula, secara khusus dari sisi internal birokrasi itu sendiri, berbagai permasalahan masih banyak yang dihadapi. Permasalahan tersebut antara lain adalah: rendahnya kualitas pelayanan umum kepada masyarakat antara lain karena sistem kelembagaan (organisasi) dan ketatalaksanaan (manajemen) pemerintahan yang belum memadai, rendahnya efisiensi dan efektifitas kerja, rendahnya kesejahteraan PNS.
Dari sisi eksternal, faktor globalisasi dan revolusi teknologi informasi (e-Government) merupakan tantangan tersendiri dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, baik dan berwibawa. Hal tersebut terkait dengan makin meningkatnya ketidakpastian akibat perubahan faktor lingkungan politik, ekonomi, dan sosial yang terjadi dengan cepat, makin derasnya arus informasi dari manca negara yang dapat menimbulkan infiltrasi budaya dan terjadinya kesenjangan informasi dalam masyarakat (digital divide). Perubahan-perubahan ini, membutuhkan aparatur negara yang memiliki kemampuan pengetahuan dan keterampilan yang handal untuk melakukan antisipasi, menggali potensi dan cara baru dalam menghadapi tuntutan perubahan. Di samping itu, aparatur negara  harus mampu meningkatkan daya saing, dan menjaga keutuhan bangsa dan wilayah Negara. Untuk itu, dibutuhkan suatu upaya yang lebih komprehensif dan terintegrasi dalam mendorong peningkatan kinerja birokrasi aparatur negara dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel yang merupakan amanah reformasi dan tuntutan seluruh rakyat Indonesia.
1)	Kualitas dan kuantitas sumberdaya aparatur pemerintahan yang masih rendah menjadi faktor mempengaruhi belum optimalnya upaya perwujudan tata kelola pemerintahan daerah yang baik.
2)	Masih lemahnya sistem pengelolaan pemeritahan yang diakibatkan karena minimnya kuantitas dan kualitas sumberdaya Aparatur serta terbatasnya sarana prasarana pendukung pemerintahan.
3)	Pengelolaan keuangan daerah juga masih terhambat oleh terbatasnya kemampuan daerah untuk membiayai seluruh urusan yang telah menjadi kewenangan daerah dan masih didominasinya keuangan daerah untuk membiayai belanja aparatur.  
4)	Pelayanan publik merupakan salah satu tugas dan fungsi penting yang dijalankan oleh pemerintah karena untuk tujuan itulah pemerintahan itu ada. Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang menciptakan sistem dan mekanisme yang transparan, cepat, murah, dan manusiawi. Kondisi seperti ini belum dapat dicapai bilamana komitmen bersama untuk segera mewujudkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) masih rendahnya. Kebijakan-kebijakan deregulasi dan debirokratisasi perlu segera diterapkan untuk meningkatkan kualitas, profesionalisme, serta etos dan budaya kerja aparat yang berorientasi pada kepuasan publik. Persoalan yang dihadapi untuk meningkatkan pelayanan publik yaitu keterbatasan sarana prasarana pelayanan yang dapat mengimbangi tuntutan kebutuhan pelayanan publik.
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